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Pernyataan Telah Direviu
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk Tahun
Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang
dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah

disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya, 26 Februari 2024

Pereviu | Pereviu Il

o0

g

rs. Saherudin Drs. H. Sarimin, M.H.



Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. Pernyataan Checklist
1 | Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP N
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja N
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai N
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung N
informasi pada badan laporan
5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan N
6. Telah meyajikan akuntabilitas keuangan N
2 | Mekanisme 1. LK]IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi N
penyusunan untuk itu
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung N
dengan data yang memadai
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan N
informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LK
4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ N
informasi di setiap unit kerja
5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LK] telah N
diyakini keandalannya
6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit N
kerja terkait
7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari N
bawahnya
3 | Substansi 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ N
sasaran dalam perjanjian kinerja
2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana N
strategis
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat N
penjelasan yang memadai
4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ N
sasaran dalam indikator kinerja
5. Tujuan/ sasaran dalam LK] telah sesuai dengan tujuan/ N

sasaran dalam Indikator Kinerja Utama




No. Pernyataan Checklist
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat N
penjelasan yang memadai
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun N
lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat
8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran N
9. Jika “tidak™elah terdapat penjelasan yang memadai N

10.IKU dan IK telah SMART

Surabaya, 26 Februari 2024

Pereviu | Pereviu |l
— .
rs. Saherudin Drs. H. Sarmin, M.H.




Kata Pengantar
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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami
dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tahun 2023 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta
sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
maksud untuk melihat sejauh mana hasil kerja yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan
secara transparan dan akuntabel. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
keseluruhan tentang keberhasilan dan capaian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi
peningkatan kinerja untuk perbaikan-perbaikan di tahun-tahun mendatang.

LKjIP ini dapat tersusun atas kerja sama yang baik dengan rekan-rekan kerja di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kami berupaya menyajikan laporan ini
secara objektif, transparan, dan akuntabel, namun Kami menyadari adanya keterbatasan,
sehingga pasti ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saran yang
konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan
laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk
pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas

pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.




Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang
strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021 — 2024. Seluruh program kerja
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target
kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021 — 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menitikberatkan pada
transparansi pencapaian kinerja (performance result) selama kurun waktu tahun 2023 untuk
kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2023
yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2020 —
2024.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada visi Mahkamah Agung R.1., yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya” dengan mengemban 4 (empat) misi,
antara lain: (1) Menjaga kemandirian badan peradilan; (2) Memberikan pelayanan hukum
yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan
peradilan; dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang ingin dicapai pada 2021-2024, yaitu: (1)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan
yang pasti, transparan, dan akuntabel: (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara; dan (3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator setiap sasaran strategis

pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Vi



Tabel 1 Rincian Capaian Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 98% ( 49%9r;i?;/z;ra) 101,83%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 63% 63,60% 100,95%
(318 perkara)

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan 94% 98,72% 105,05%

“10261% |

Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis 3
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang Bermutu

| IndikatorKineja | Target | Realisasi | Capaian |
Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategls K] 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan 100,87%

i

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan

dalam penetapan kinerja tahun 2023 semuanya telak terlaksana dengan baik. Kondisi ini
menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah berhasil mencapai target
untuk mewujudkan sasaran “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan

akuntabel”, “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”, dan “Peningkatan
manajemen peradilan agama yang bermutu”.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran kegiatan
terdapat 6 (enam) indikator kegiatan sasaran yang telah mencapai target, antara lain pada
pencapaian: (1) persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; (2) persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, (3) indeks persepsi stakeholder yang puas
terhadap layanan peradilan; (4) persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu; (5) persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti;
dan (6) persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, sehingga rata-rata pencapaian kinerja

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar 100,87%.
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Selanjutnya, sebagai pendukung tugas pokok, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 telah menetapkan 2 (dua)
program kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum dengan anggaran yang seluruhnya berjumlah Rp 27.099.904.000,00
dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan
pagu sebesar Rp 26.641.121.000,00;

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan pagu
sebesar Rp 246.283.000,00; dan

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp 212.500.000,00.

viii
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A.

Bab | Pendahuluan

Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang
diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu, perlu adanya
pengukuran pada setiap sasaran stretegis, sehingga bisa diperoleh gambaran progres
kerja yang mencerminan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja
adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian
dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan
kinerja tahun selanjutnya.

Penyusunan LK]jIP Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui
tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan faktor
penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut
telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya
adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas
kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam
akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akuntabel
dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023 disusun sebagai
bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi sepanjang tahun
2023 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, serta sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di tahun mendatang. Laporan kinerja ini sekaligus

sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan

1



mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran

perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan

disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik,

harus dipenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut:
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Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan SDM yang konsisten;

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai;

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil manfaat yang diperoleh;
Terlaksananya kinerja secara jujur, objektif, akurat, dan transparan;

Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan,

tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

adalah sebagai berikut:

1.

Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan
Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai
Pengadilan Negara tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember
1989), di Jawa Timur telah ada 36 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi
Agama. Kemudian sejak tanggal 1 November 1996 bertambah satu Pengadilan
Agama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden R.l. Nomor 85 Tahun 1996, sehingga seluruhnya berjumlah 37
Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama.



Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq,

dan shadaqah serta ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa tugas pokok Pengadilan

Tinggi Agama sebagai judicial power, antara lain:

a.

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (pasal 51 ayat
1);

Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama
di daerah hukumnya (pasal 51 ayat 2).

Disamping tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama

mempunyai fungsi, sebagai berikut:

a.

Fungsi mengadili (judicial power)

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat
pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan
Agama di daerah hukumnya (vide pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
Fungsi pembinaan

yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran
Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik
yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
Fungsi pengawasan

yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita
Pengganti di derah hukumnya, serta terhadap jalannya peradilan di tingkat
pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
(vide: pasal 53 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).



Fungsi nasihat

yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide: pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun
20009).
Fungsi administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian
serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan
administrasi peradilan.
Fungsi lainnya

yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, pelayanan
publik, dan sebagainya (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/004/SK/11/1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.l. Nomor 144
Tahun 2007).

Wilayah Yurisdiksi:
Gambar 1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

XAB. SUTAR XOTA & KAB.
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KOTA & KAB,

Berdasarkan wilayah yurisdiksi sebagaimana tersaji dalam gambar di atas, terdapat 37

Pengadilan Agama dengan rincian 26 satuan kerja kelas IA, 8 satuan kerja kelas IB, dan 3

satuan kerja kelas Il, sebagai berikut:



Tabel 2 Satuan Kerja se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Koordlnator Besuki Pengadllan Agama Banyuwangi
Pengadilan Agama Bondowoso 1A
Pengadilan Agama Jember 1A
Pengadilan Agama Situbondo 1A
2 | Koordinator Bojonegoro Pengadilan Agama Bojonegoro IA
Pengadilan Agama Lamongan 1A
Pengadilan Agama Tuban 1A
3 | Koordinator Kediri Pengadilan Agama Blitar IA
Pengadilan Agama Kab. Kediri 1A
Pengadilan Agama Kota Kediri B
Pengadilan Agama Nganjuk 1A
Pengadilan Agama Trenggalek 1A
Pengadilan Agama Tulungagung 1A
4 | Koordinator Madiun Pengadilan Agama Kab. Madiun IA

Pengadilan Agama Kota Madiun Il

Pengadilan Agama Magetan B
Pengadilan Agama Ngawi B
Pengadilan Agama Pacitan IB
Pengadilan Agama Ponorogo 1A
5 | Koordinator Madura Pengadilan Agama Bangkalan IA

Pengadilan Agama Kangean Il
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Pengadilan Agama Pamekasan B
Pengadilan Agama Sampang B
Pengadilan Agama Sumenep 1A
6 | Koordinator Malang Pengadilan Agama Bangil IA
Pengadilan Agama Kab. Malang 1A
Pengadilan Agama Kota Malang 1A
Pengadilan Agama Kraksaan 1A
Pengadilan Agama Lumajang 1A
Pengadilan Agama Pasuruan B
Pengadilan Agama Probolinggo B
7 | Koordinator Surabaya Pengadilan Agama Bawean Il
Pengadilan Agama Gresik 1A
Pengadilan Agama Jombang 1A
Pengadilan Agama Mojokerto 1A




Pengadllan Agama Sidoarjo

6 | Pengadilan Agama Surabaya 1A

C. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 105 ayat 2. Sementara susunan

organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan diatur

dalam Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015. Adapun struktur organisasi

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;

2. Hakim Tinggi, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;

3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh
Sekretaris;

4. Panitera dibantu oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding serta
Panitera Pengganti;

5. Sekretaris dibantu oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala
Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala Bagian Keuangan
dan Pelaporan, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun

2023, sebagai berikut:
Tabel 3 Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023

| 1 | Ketua
2 | Wakil Ketua 1
3 | Hakim Tinggi 18
4 | Panitera 1
5 | Sekretaris 1
6 | Kepala Bagian 2
7 | Panitera Muda 2
8 | Panitera Pengganti 29
9 | Kepala Subbagian 4
10 | Fungsional Tertentu 14
11 | Fungsional Umum/ Pelaksana 14




No. Jabatan Jumlah

: Jumlah \ 87

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
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D. Isu Strategis
Isu/ permasalahan utama/ aspek strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi
menjadi masalah maupun peluang di masa depan. Suatu hal yang belum menjadi
masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat. Dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja
pengadilan.



Berikut merupakan isu/ aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya sepanjang tahun 2023:

1. Pendampingan Zona integritas (ZI) pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya

Sebagai bentuk meningkatkan kesiapan dan wujud keseriusan dalam meraih

predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ataupun Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan
pendampingan kepada 9 satuan kerja terpilih di bawahnya dalam kegiatan
monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI tahun 2023. Adapun satuan kerja
dimaksud, antara lain:

Pengadilan Agama Bangkalan (diusulkan WBK)

Pengadilan Agama Bojonegoro (diusulkan WBK)

Pengadilan Agama Jombang (diusulkan WBK)

Pengadilan Agama Kab. Madiun (diusulkan WBBM)

Pengadilan Agama Kab. Malang (diusulkan WBK)
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Pengadilan Agama Lumajang (diusulkan WBBM)
Pengadilan Agama Pasuruan (diusulkan WBBM)

= @

Pengadilan Agama Probolinggo (diusulkan WBK)

Pengadilan Agama Surabaya (diusulkan WBBM)

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1351/SEK/SK1.1.1/XI11/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
secara Mandiri pada 60 (enam puluh) Satuan Kerja, maka pada tahun 2023 ini,
setidaknya terdapat 3 satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
yang berhasil meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Pengadilan Agama
Bojonegoro, Pengadilan Agama Kab. Malang, dan Pengadilan Agama Probolinggo,

dengan nilai, sebagai berikut:

Tabel 4 Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK secara Mandiri

N|Ia|
Satuan Kerja
Pengungkit | Hasil IPAK | IPKP

Pengadilan Agama Bojonegoro 49,06 35,44 3,77 3,76 84,50
Pengadilan Agama Kab. Malang 53,43 38,66 4,00 3,98 92,09
Pengadilan Agama Probolinggo 48,17 37,07 3,94 3,96 85,24




Tahun

Perolehan

Ke-3 pengadilan ini menambah daftar satuan kerja yang sudah terlebih dahulu

meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berikut merupakan Pengadilan Agama

se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berhasil meraih predikat

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), antara lain:

Tabel 5 Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Peraih WBK

Satuan Kerja

Predikat

Keterangan

2018 Pengadilan Agama Surabaya WBK -
2019 Pengadilan Agama Blitar WBK Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Pengadilan Agama Lamongan tanggal 5 Desember .20.19 tentang
_ _ Undangan Apresiasi dan
Pengadilan Agama Mojokerto Penganugerahan Menuju WBK Tahun
2019
2020 Pengadilan Agama Bangil WBK Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Pengadilan Agama Jember tanggal 18 .De.sember 2020 tentang
_ . Acara Apresiasi dan Penganugerahan
Pengadilan Agama Kab. Madiun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2020
Pengadilan Agama Lumajang
Pengadilan Agama Pasuruan
Pengadilan Agama Sumenep
2021 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya WBK Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Pengadilan Agama Ngawi tanggal 28 Desember _2021 tentgng
Penghargaan Satuan Kerja Berpredikat
WBK/ WBBM di Lingkungan Peradilan
Agama Tahun 2021
2022 - - -
2023 Pengadilan Agama Bojonegoro WBK Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Pengadilan Agama Kab. Malang

Pengadilan Agama Probolinggo

Nomor 1351/SEK/SK1.1.1/XI1/2023
tanggal 04 Desember 2023 tentang
Penetapan Hasil Evaluasi
Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
secara Mandiri pada 60 (Enam Puluh)
Satuan Kerja




2. Pembinaan dan pengawasan

Berpedoman  Surat Ketua Mahkamah Nomor

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung

Keputusan Agung

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya rutin melaksanakan pengawasan reguler pada Pengadilan

Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melaksanakan

pengawasan terhadap 32 Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya dengan rincian,

sebagai berikut:

Tabel 6 Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Ketua Tim Pengawas Pendamping Kepaniteraan Pendamping Kesekretariatan

Pengadllan Agama Banyuwangi (15 s. d 17 Februari 2023)
Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. .

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. Embay Baitunah, S.Ag., M.H. Benny Hardiyanto, S.H.
2 | Pengadilan Agama Tuban (21 s.d. 22 Februari 2023)

H. Supangkat, S.H., M.Hum. Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H.
3 | Pengadilan Agama Bangkalan (21 s.d. 22 Februari 2023)

Drs. Arifin, M.H. Hj. Siti Rofi'ah, S.H. lka Karlina, S.H., M.H.
4 | Pengadilan Agama Kab. Kediri (21 s.d. 22 Februari 2023)

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M. Khusnul Yakin S.Ag., Lukmanul Hakim. S.E.. S.H.

M.Hum. M.H.P.
5 | Pengadilan Agama Kota Malang (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. H. Mas'ud, M.H. Hj. Nur Hayati, S.H., M.H. Isnayati, A.Md.
6 | Pengadilan Agama Mojokerto (23 s.d. 24 Februari 2023)

. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Nurman Saputra, S.H., M.M.,

Drs. H. Nanang Faiz Drs. H. Laseman, M.H. M.H.
7 | Pengadilan Agama Pasuruan (21 s.d. 22 Februari 2023)

Drs. H. Saherudin Dra. Hj. Suffana Qomah Qurrotul 'Aini, S.IAN.
8 | Pengadilan Agama Bangil (21 s.d. 22 Februari 2023)

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. g.HMu'\f;laFrrmad Nidzom Anshori,
9 | Pengadilan Agama Pamekasan (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. Diana Kholidah, S.H., M.H. Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I.
10 | Pengadilan Agama Kota Madiun (23 s.d. 24 Februari 2023)
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Ketua Tim Pengawas Pendamping Kepaniteraan Pendamping Kesekretariatan

Drs. Tata Sutayoga, S.H., M.H.

Zainul Hudaya, S.H.

Irma Ratna Sari, S.Psi.

11 | Pengadilan Agama Bawean (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. H. M. Asymuni, M.H. Muhammad Sun'an, S.H. Argita Budi Mawarni, S.H.
12 | Pengadilan Agama Magetan (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. H. Sarmin, M.H. H. Mukalili, S.H. Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
13 | Pengadilan Agama Kota Malang (05 s.d. 06 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Naffi, S.Ag., M.H.
14 | Pengadilan Agama Mojokerto (08 s.d. 09 Juni 2023)

II\D/IrHH Bahruddin Muhammad, S.H., -\ i pomivani, S.H. MH. | Lukmanul Hakim, S.E., S.H,
15 | Pengadilan Agama Bondowoso (13 s.d. 14 Juni 2023)

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Dra. Hj. Suffana Qomah \S(?Slizcii(i Aufa Wiraga Ayu,
16 | Pengadilan Agama Situbondo (15 s.d. 16 Juni 2023)

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Benny Hardiyanto, S.H.
17 | Pengadilan Agama Magetan (12 s.d. 13 Juni 2023)

13+A44:A5 Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H.
18 | Pengadilan Agama Kangean (14 s.d. 16 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Drs. H. Laseman, M.H. Naffi, S.Ag., M.H.
19 | Pengadilan Agama Bojonegoro (14 s.d. 15 Juni 2023)

Drs. Syaiful Heja, M.H. As'ad, S.Ag. Lukmanul Hakim, S.E., S.H.
20 | Pengadilan Agama Kab. Kediri (19 s.d. 20 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Benny Hardiyanto, S.H.
21 | Pengadilan Agama Blitar (21 s.d. 22 Juni 2023)

Drs. H. Mas'ud, M.H. Hj. Nur Hayati, S.H., M.H. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
22 | Pengadilan Agama Nganjuk (21 s.d. 22 Juni 2023)

Drs. H. M. Asymuni, M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Irma Ratna Sari, S.Psi.
23 | Pengadilan Agama Tuban (26 s.d. 27 Juni 2023)

l\D/IrHH Bahruddin Muhammad, S.H., Dra. Hj. Suffana Qomah Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
24 | Pengadilan Agama Sidoarjo (27 s.d. 28 Juni 2023)

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H. I\N/Ic-)gllta Mahdiyah Izzati, S.H.,
25 | Pengadilan Agama Banyuwangi (26 s.d. 28 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Naffi, S.Ag., M.H.
26 | Pengadilan Agama Bangil (11 s.d. 12 Juli 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

| Hi. siti Romiyani, S.H., M.H.

H Lukmanul Hakim, S.E., S.H.
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Ketua Tim Pengawas Pendamping Kepaniteraan Pendamping Kesekretariatan

Pengadllan Agama Pamekasan (12 s. d 13 Juli 2023)

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,

MLH. Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. Naffi, S.Ag., M.H.
28 | Pengadilan Agama Bangkalan (13 s.d. 14 Juli 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
29 | Pengadilan Agama Pasuruan (17 s.d. 18 Juli 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
30 | Pengadilan Agama Kota Madiun (20 s.d. 21 Juli 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Dra. Hj. Suffana Qomah Rusmin Rapi, S.T., S.H., M.H.
31 | Pengadilan Agama Bawean (24 s.d. 26 Juli 2023)

. Naffi, S.Ag., M.H.
Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. u..:.gus Widyo Susanto, S.H., Nurman Sgaputra, S.H.,, M.M,,
M.H.

32 | Pengadilan Agama Kangean (26 s.d. 28 Juli 2023)

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

M. Khusnul Yakin S.Ag.,
M.H.P.

3.

Penanganan pengaduan

Penanganan pengaduan/ pelaporan merupakan salah satu tugas pokok
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bagian dari upaya pencegahan
pelanggaran atas ketentuan yang berlaku, meliputi disiplin kerja, kinerja, penerapan
hukum dan kode etik, dan perilaku aparatur baik di lingkungan kerja maupun di
lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari aplikasi SIWAS
Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing
System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada prinsipnya
semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan
(Bawas), namun Bawas dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Selama tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerima 53
pengaduan dari masyarakat terkait dengan aparatur Pengadilan Agama dengan jenis

persoalan/ permaslahan yang diadukan berupa:
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Tabel 7 Jenis Persoalan/ Permasalahan Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Hukum acara

Sita Jaminan

Publikasi umum

Mo Pemasaaan ___ duman
1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 18
2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera/ Jurusita 9
3 | Administrasi Perkara
4 | Administrasi PTSP
5 Mediator
6 Eksekusi 11
=
8
9
10

RO Fr]| O

Perlindungan Hukum

I R

4. Peningkatan pelayanan publik

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan upaya dalam rangka

membangun inovasi yang mendukung pelayanan peningkatan pelayanan publik,

seperti aplikasi:

a. PTA Surabaya Media, yaitu rebranding dari PTA Surabaya Media yang sudah
ada dengan program-program baru;

b. PTA Surabaya News, yaitu berisi tentang berita PTA Surabaya serta Pengadilan
Agama di bawahnya;

c. PTA Surabaya Podcast, yaitu media bincang-bincang dengan berbagai topik
yang relevan dengan peradilan;

d. PTA Surabaya Story, yaitu program yang membawa tema santai, seperti
misalnya kuliner atau traveling, dan sebagainya; dan

e. Sistem Tata Surat dan Arsip Terpadu (Suramadu), yaitu aplikasi persuratan yang
memberikan kemudahan dalam tata administrasi perkantoran, baik data arsip,

register surat keluar, surat masuk dan disposisi.

E. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan terkait pencapaian
kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepanjang tahun 2023. Capaian kinerja
(performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan
target kinerja yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja (performance agreement),
maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi di tahun 2023.
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Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di

masa datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sistematika penyajian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut:
1. Bab | Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi;

2. Bab Il Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Renstra tahun 2020 — 2024, Rencana Kinerja

Tahunan tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja tahun 2023;
3. Bab lll Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja, sebagai berikut:

1.
2.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja, serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta langkah di

masa mendatang yang akan dilalukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran.

14



Bab Il Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Tahun 2020 — 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan
dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 — 2035 Mahkamah
Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan Rencana
Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2020 — 2024.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk
penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Rencana Strategis tahun 2020 — 2024
merupakan tahap keempat dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah
Agung R.l. dalam “Blue Print (Cetak Biru) Pembaharuan Peradilan 2010 — 2035”.
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2020 — 2024 ditetapkan sebagai
dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan organisasi pada 2020 — 2024.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berisi tentang
gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 (lima)
tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beserta dengan strategi yang akan
dilakukan guna mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang
diamanahkan. Dalam membangun organisasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
menetapkan visi dan misi ke depan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana dan
program kegiatan.

1. Visidan Misi
Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung,
memiliki visi untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang
bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung dalam mewujudkan
organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku badan peradilan di bawah Mahkamah

Agung memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu
kepada visi Mahkamah Agung R.l. yang berhasil dirumuskan saat Rakernas

Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada
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Rakernas berikutnya. Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung”

b. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan

visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terwujud dengan baik.
Untuk memperjelas upaya pencapaian visi seperti yang sudah tersebut di atas,
Pengadilan Agama Surabaya menguraikannya menjadi 4 (empat) misi, antara
lain:
1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tujuan dan Sasaran Strategis
Guna mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka
dirumuskan ke dalam bentuk yang terarah berupa perumusan tujuan strategis
organisasi. Tujuan perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut tercapai.
a. Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu sampai
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan mengacu
pada apa yang tertuang dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Surbaya.
Berangkat dari visi dan misi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun, sebagai berikut:
1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3) Terwujudnya manajemen peradilan agama yang bermutu.
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b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020-2024. Berdasarkan
tujuan strategis tersebut, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis,
sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu.

Masing-masing sasaran strategis kemudian dinyatakan dalam suatu
indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka
waktu. Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran
strategis dalam pencapaian tujuan. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah

menetapkan indikator kinerja yang dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya  kepercayaan | Terwujudnya proses Persentase perkara yang
masyarakat terhadap sistem | peradilan yang pasti, diselesaikan tepat waktu
peradilan .melalui peradilan | transparan, dan akuntabel b. | Persentase perkara yang tidak
yang pasti, transparan, dan mengajukan  upaya  hukum
akuntabel kasasi
c. | Indeks persepsi stakeholder
yang puas terhadap layanan
peradilan
2 || Peningkatan efektivitas | Peningkatan efektivitas | a. | Persentase salinan putusan
pengelolaan penyelesaian | pengelolaan penyelesaian perkara perdata yang dikirim ke
perkara perkara Pengadilan Agama pengaju
tepat waktu
3 | Terwujudnya manajemen | Peningkatan manajemen | a. | Persentase hasil pembinaan dan
peradilan agama yang | peradilan agama yang pengawasan yang ditindaklanjuti
bermutu bermutu b. | Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti

3. Program Utama dan Sasaran
a. Program Utama
Untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya melaksanakan 2 (dua) rincian program utama dan kegiatan

pokok, sebagai berikut:
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1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal
penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta
pengawasan yang berkualitas.
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya
operasional perkantoran dengan balik dan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelayanaan peradilan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan
program utama dan kegiatan pokok dapat disajikan dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 9 Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

o ek

1 | Program peningkatan manajemen | a. | Penyelesaian perkara banding

Peradilan Agama b. | Penyelesaian sisa perkara banding

c. | Penelitian  berkas perkara banding
disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu

d. | Registrasi dan pendistribusian berkas
perkara banding ke Majelis Hakim yang
tepat waktu

e. | Publikasi dan transparansi proses
penyelesaian putusan banding

f. | Pemanfaatan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) secara
terukur dan akuntabel

g. | Pembinaan dan pengawasan ke
Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya

2 || Program dukungan manajemen dan | a. | Pelaksanaan pembinaan teknis yudisial
pelaksanaan tugas teknis lainnya dan non yudisial

Mahkamah Agung b. | Penyediaan kebutuhan operasional terkait
penyelesaian perkara dan pelayanan
informasi pengadilan ke publik

c. | Meningkatkan pengelolaan layanan sistem
informasi terintegrasi
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No.

Program ‘ Kegiatan Pokok ‘

d. | Pengadaan sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Tingkat Banding
dan Tingkat Pertama dalam mendukung
pelayanan peradilan, terutama dalam hal
penyediaan sarana dan prasarana yang
memudahkan para pencari keadilan dalam
menerima layanan informasi perkara
secara pasti, transparan, dan akuntabel
melalui penyediaan sistem informasi
berbasis web maupun secara langsung
(melalui meja informasi pengadilan)

b. Sasaran
Adapun sasaran program ini merupakan turunan dari 3 (tiga) sasaran
strategis, yaitu:
1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator
kinerja;

3) Peningkatan manajemen peradilan agama yang bermutu.
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MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Tabel 10 Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

|
Strategis

Target ‘ Target (%)

| Jangka
Indikator Menengah
Kinerja (%)

Uraian Kegiatan Indikator Kegiatan

Organisasi
Pelaksana

Uraian Indikator 20
Kinerja 20
7

20
21
97

1
AU A0 2 Program
22 | 23| 24 9

\
97 || 98 || 98

1 Terwujudnya | Persentase 98 Terwujudnya || Persentase 9 Program Peningkatan Jumlah perkara yang Kepaniteraan
kepercayaan | perkara yang proses perkara yang penegakan dan | manajemen diselesaikan tepat
masyarakat diselesaikan peradilan diselesaikan pelayanan Peradilan waktu
terhadap tepat waktu yang pasti, | tepat waktu hukum Agama Berkurangnya  jumlah
sistem transparan, sisa perkara di akhir
peradilan dan tahun
mrgljéi' Persentase 63 akuntabel Persentase 75| 75 || 63 || 63 | 63 | Program Peningkatan Berkurangnya jumlah Kepaniteraan
pera dilan perkara yang perkara yang penegakan dan | manajemen perkara yang
pan asti tidak tidak pelayanan Peradilan mengajukan upaya
%Irangpare;\n " | mengajukan mengajukan hukum Agama hukum kasasi
dan ' upaya hukum upaya hukum Meningkatnya
akuntabel kasasi kasasi kepercayaan
masyarakat terhadap
proses peradilan
Jumlah  pelaksanaan
bimtek tenaga teknis
Jumlah aparatur
pengadilan yang
kompeten di bidang
hukum
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Strategis

|

[\[oR
Uraian

Indikator
Kinerja

Jangka
Menengah
(%)

Uraian

Indikator
Kinerja

l

I
20| 20| 20 | 20 | 20 Broaram
20| 21| 22| 23| 24 9

\

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Organisasi
Pelaksana

pengaju tepat
waktu

pengaju tepat
waktu

Optimalisasi aplikasi
SIPP
Indeks 100 Indeks 90 || 93 | 93 | 94 | 95 || Program Peningkatan Nilai  indeks survei | Kesekretariatan
persepsi persepsi manajemen manajemen persepsi layanan
stakeholder stakeholder Peradilan Peradilan meningkat
yang puas yang puas Agama Agama Jumlah laporan tindak
terhadap terhadap lanjut hasil survei
Iayar:ﬁn Iayarclﬁn Program Pembinaan Jumlah pengaduan Kepaniteraan
peradiian peradiian dukungan administrasi yang ditindaklanjuti dan
manajemen dan Terselenggaranya Kesekretariatan
pengelolaan bimbingan kompetensi
keuangan tenaga teknis Peradilan
Badan Urusan Agama
Administrasi
Pengadaan Jumlah pengadaan
sarana dan sarana dan prasarana
prasarana di
lingkungan Terselenggaranya
Mahkamah pembinaan dan
Agung pengawasan
administrasi dan teknis
yudisial serta
pemantauan layanan
peradilan
2 Peningkatan | Persentase 100 Peningkatan | Persentase 10 || 10 | 10 || 10 || 10 | Program Peningkatan Jumlah putusan perkara Kepaniteraan
efektivitas salinan efektivitas salinan 0O o O O || O || penegakan dan | manajemen yang diminutasi sesuai
pengeloaan putusan pengeloaan putusan pelayanan Peradilan dengan SOP
penyelesaia | perkara penyelesaia | perkara hukum Agama penanganan perkara
n perkara pg(ci_ata yang n perkara pgr_d_ata yang Jumlah putusan perkara
dikirim ke dikirim ke . NS
. . yang dipublikasikan
Pengadilan Pengadilan —— —
Agama Agama cs)lp}gt:;nallsay aplikasi
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Target Sasaran Target (%) | Strategis
No dik Jangka dik \ _ _
Uraian Ir&iéezﬁ(;r Men((oe/ggah Uraian Ir}](i;leﬁgr 38 Kegiatan Indikator Kegiatan g;?:;slsaiz ‘
Terwujudnya | Persentase Peningkatan | Persentase 10 | 10 || 10 | 10 || Program Peningkatan Jumlah laporan hasil Kepaniteraan
manajemen hasil manajemen hasil 0| O O O || O || penegakan dan | manajemen pengawasan dan
Peradilan pembinaan peradilan pembinaan pelayanan Peradilan Berkurangnya jumlah | Kesekretariatan
Agama yang | dan agama yang | dan hukum Agama temuan  pengawasan
bermutu pengawasan bermutu pengawasan yang sama
yang .- yang -~ Program Pembinaan Jumlah laporan temuan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti L .
dukungan administrasi pengawasan yang
manajemen dan ditindaklanjuti
pengelolaan
keuangan
Badan Urusan
Administrasi
Persentase 100 Persentase 10 [ 10 || 10 || 10 | 10 || Program Peningkatan Jumlah pengaduan | Kepaniteraan
pengaduan pengaduan 0 0 0Of O 0 | penegakan dan | manajemen yang ditindaklanjuti
yang yang pelayanan Peradilan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti hukum Agama
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja
Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Tahun 2020 — 2024 yang memiliki fokus pada core bussiness (tugas utama).

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/5687/0T.00/SK/01/2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. IKU yang ditetapkan tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut merupakan IKU Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

Tabel 11 Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan Per;zr;\g/]agbung Sumber Data

Terwujudnya Peradilan | a. Persentase perkara yang | Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan tepat waktu y 1009 Panitera Laporan

yang Pasti, Transparan, diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan Bulanan dan

dan Akuntabel Laporan
Catatan: Tahunan

1) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Penadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan

2) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu penyelesaian pada SIPP

3) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang
diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan
Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan

4) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan
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. . . . . . P
Kinerja Utama Indikator Kinerja EENEIERED er;zr:,\glg:]bung Sumber Data

Catatan:

1) Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan
putusan yang dikirim ke pengadilan pangaju sesuai dengan ketentuan

2) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/ penetapan banding
yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan

b. Persentase perkara yang | Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi y 1000 Panitera Laporan
tidak mengajukan upaya Jumlah putusan perkara Bulanan dan
hukum kasasi Laporan

Catatan: Tahunan
1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah
perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari
upaya hukum banding
2) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan
3) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi
. Indeks persepsi Indeks persepsi Kepuasan stakeholder Panitera Laporan
stakeholder yang puas Semesteran
terhadap layanan peradilan | Catatan: dan Laporan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Tahunan
Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona
Integritas 2023
2. | Peningkatan Efektivitas . Persentase salinan putusan | Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju 14 hari Panitera Laporan
Pengelolaan yang dikirim ke pengadilan | sejak tanggal putus x 100% Bulanan dan
Penyelesaian Perkara pengaju tepat waktu Jumlah putusan Laporan
Tahunan
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B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membuat Rencana Kinerja Tahunan 2023
yang disusun pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung R.l. Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung R.l. Rencana Kinerja
Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 merupakan implementasi
rencana pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis
tahun 2020 — 2024. Rencana Kinerja tersebut dijadikan sebagai dasar bagi penetapan

kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan sebagai penetapan kinerja.
Tabel 12 Revisi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Sasaran Strategis ~ Indikator Kinerja Kinerja

Terwujudnya proses peradilan yang Persentase perkara yang diselesaikan 98%
pasti, transparan, dan akuntabel tepat waktu

b. | Persentase  perkara yang tidak 63%
mengajukan upaya hukum kasasi
c. | Indeks persepsi stakeholder yang puas 94%
terhadap layanan peradilan

2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan | a. | Persentase salinan putusan perkara| 100%
penyelesaian perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan
Agama pengaju tepat waktu

3 | Peningkatan manajemen peradilan | a. | Persentase hasil pembinaan dan| 100%
agama yang bermutu pengawasan yang ditindaklanjuti
b. | Persentase pengaduan yang | 100%
ditindaklanjuti

Target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2023 berdasarkan pada hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun-tahun
sebelumnya, sehingga menghasilkan target-target yang rasional dan dapat

dipertanggungjawabkan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji
(komitmen) untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan
terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan
tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Penyusunan penetapan kinerja

ini berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
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dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:
Tabel 13 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya proses peradilan yang Persentase perkara yang dlselesalkan 98%
pasti, transparan, dan akuntabel tepat waktu

b. | Persentase  perkara yang tidak 63%
mengajukan upaya hukum kasasi

c. | Indeks persepsi stakeholder yang puas | 94%
terhadap layanan peradilan
2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan | a. | Persentase salinan putusan perkara| 100%
penyelesaian perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan
Agama pengaju tepat waktu

3 | Peningkatan manajemen peradilan | a. | Persentase hasil pembinaan dan | 100%
agama yang bermutu pengawasan yang ditindaklanjuti

b. | Persentase pengaduan yang | 100%
ditindaklanjuti

1 Pem_bl_naan _Admlnlstra5| dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Rp  26.686.121.000,00
Administrasi

2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp 246.283.000,00

3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 212.500.000,00

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kinerja Tahunan
tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga menjadi dokumen perencanaan yang

didukung dengan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas kerja yang memadai.
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Bab Il Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi
instansi pemerintah, dan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan dilaksanakan secara berkala.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan.
Pengukuran kinerja bukan sebagai pemberian reward dan punishment, melainkan untuk
memperbaiki kinerja organisasi. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama tahun 2023
merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun
2023 yang merupkana Rencana Strategis tahun 2020 — 2024 Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2023
dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023
dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai
atau tidak. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 2023 dilakukan dengan
membandingkan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja
(performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang
dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab ternyadinya
perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan yang diperlukan di masa
mendatang.

Adapun hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja selama tahun 2023

masing masing indikator tersebut dapat disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 14 Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

- Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya proses peradilan Persentase perkara yang | 98% 99,80% | 101, 83%
yang pasti, transparan, dan diselesaikan tepat waktu (499
akuntabel perkara)
b. | Persentase perkara yang tidak | 63% 63,60% | 100,95%
mengajukan upaya hukum (318
kasasi perkara)
c. | Indeks persepsi stakeholder | 94% 98,72% | 105,05%
yang puas terhadap layanan
peradilan
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja pada Indikator Sasaran 1 102,61%

Peningkatan efektivitas Persentase salinan putusan 100% 100%

pengelolaan penyelesaian perkara perdata yang dikirim (500
perkara ke Pengadilan Agama pengaju perkara)
tepat waktu

Rata-rata Capaian Kinerja pada Indikator Sasaran 2

3 Peningkatan manajemen | a. | Persentase hasil pembinaan | 100% 100% 100%
peradilan agama yang bermutu dan pengawasan yang
ditindaklanjuti

b. | Persentase pengaduan yang | 100% 100% 100%
ditindaklanjuti

Rata-rata Capaian Kinerja pada Indikator Sasaran 3

Rata-rata Capalan Klnerja Keseluruhan 100,87%

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

% Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian

yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Capaian = Realisasi x 100%

Target

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
telah mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari seluruh indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal dengan capaian kinerja
100%. Adapun pada indikator sasaran tersebut, antara lain:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;

3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan;

4. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama

Pengaju tepat waktu;

Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti;

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

27



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan analisa dan evaluasi atas
capaian kinerja tahun tahun 2022 dan 2023, untuk mendapatkan umpan balik (feedback)

guna melakukan perbaikan dan peningkatan perbaikan secara berkesinambungan.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam meningkatkan kinerjanya telah memiliki
upaya atau langkah-langkah yang mendukung terwujudnya ke-3 sasaran strategis,

dengan cara:
Tabel 15 Langkah-langkah Terwujudnya Sasaran Strategis

- Arah Kebijakan Arah Kebljakan

TerWUJudnya proses Peningkatan Percepatan penyelesalan perkara
peradilan yang pasti, penyelesaian perkara sesuai dengan tingkatan dan tahapan
transparan, dan secara tepat waktu kebijakan yang telah diberlakukan
akuntabel tersebut

b. | Penyusunan Majelis Hakim secara
proporsional dengan memperhatikan
rasio perkiraan perkara yang harus
ditangani setiap tahunnya

c. | Penataan jadwal sidang serta
melakukan monitoring dan evaluasi
secara  berkala  dalam kinerja
penyelesaian perkara

d. | Pemberian reward terhadap kinerja
penyelesaian perkara kepada Majelis
Hakim dan Panitera Pengganti

b. | Peningkatan kualitas | a. | Pelaksanaan kegiatan diskusi hukum
putusan dan pelayanan dan rapat evaluasi setiap bulan oleh
informasi perkara Pimpinan dengan seluruh Hakim,
sehingga dapat Panitera, dan Panitera Pengganti
meningkatkan kepuasan | b. | Pemberian kemudahan akses
masyarakat pencari informasi tentang status perkara yang
keadilan dapat diperoleh melalui info perkara

pada media website

c. | Pemberian pelayanan informasi yang
cepat kepada masyarakat pencari
keadilan dengan memberikan informasi
perkara telah terdaftar dan juga
memberitahukan informasi amar
putusan sesaat setelah dibacakan
putusan melalui media komunikasi
(WhatsApp) yang dimiliki pihak yang
berperkara atau kuasa hukumnya
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Arah Kebijakan Arah Kebijakan

Peningkatan mdeks
persepsi stakeholder yang
puas terhadap layanan
peradilan

| Pemberian kemudahan informasi yang | yang
dibutuhkan Pengadilan Tingkat
Pertama melalui media website dan
aplikasi yang digunakan bersama

Peningkatan kinerja petugas layanan
dengan melalukan pelatihan excellent
service

Pemberian  kompensasi
ketidaksesuaian layanan

terhadap

Pemberian reward dan punishment
atas kinerja petugas layanan

Penguatan monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja layanan dengan
melaksanakan survei harian dan
menindaklanjuti hasil survei

2 | Peningkatan efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

Peningkatan pengiriman
salinan putusan perkara
perdata yang dikirim ke
Pengadilan Agama
Pengaju tepat waktu

Peningkatan kinerja  administrasi
penyelesaian perkara secara online
dan manual

Penataan jadwal sidang serta terus
melakukan monitoring dan evaluasi
secara  berkala  dalam kinerja
pengiriman salinan putusan

Peningkatan implementasi inovasi
aplikasi AREMA untuk pemberitahuan
amar putusan

Koordinasi dengan Kantor Pos dan jasa
pengiriman secara maksimal

3 | Peningkatan
manajemen peradilan
agama yang bermutu

Peningkatan kualitas Pengawasan internal, pengawasan
pembinaan dan rutin/  reguler, dan pengawasan
pengawasan insidentil

Pengawasan insidentil (terkait dengan
Pengaduan yang . . .
. I mutasi Ketua Pengadilan Tingkat
ditindaklanjuti

Pertama)

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah terakredetasi “A Execellent” dan sebagai

salah satu Satker yang telah memperoleh predikat WBK pada tahun 2021, senantiasa

melakukan monitoring dan evaluasi baik terhadap sasaran mutu maupun Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai upaya untuk memastikan semua sistem berjalan secara efektif dan

efisien dengan:
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1. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui:

a. Membuat Ilaporan kinerja penyelesaian perkara berdasarkan waktu

penyelesaian;

b. Membuat laporan kinerja minutasi perkara;

Membuat laporan kinerja publikasi putusan pada direktori putusan;

d. Membuat laporan kinerja penyerahan/ pengiriman salinan putusan dan berkas

perkara ke Pengadilan Pengaju;

e. Memaksimalkan proses persidangan;

f.  Melaksanakan diskusi hukum secara kontinyu;

g. DDTK inovasiterkait dengan pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya:

a. Kontinuitas publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Direktori

putusan Mahkamah Agung R.I;

b. Kontinuitas dan validasi data perkara yang diinput pada aplikasi SIPP Banding;

c. Memaksimalkan pemanfaatan website Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

sebagai sarana keterbukaan informasi publik;

d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi chatting online

dan inovasi AREMA.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun
2023 dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidak. Adapun capaian indikator kinerja dijelaskan sebagaimana analis

pencapaian kinerja berikut:

Sasaran Strategis 1:
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan
mengukur sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi, dan indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan yang telah
diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator, sebagai
berikut:

30



Tabel 16 Capaian Sasaran Strategis 1 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Realisasi | Capaian Capaian (%) \

Indikator Kinerja 2023 2023 2021 Wﬁ
(%) (%)

Persentase erkara an 99,80%
O a'i’waktu Yang 1 ogos (499 | 101,83% | 102,10% | 101,52% | 101,83%
P perkara)
Persentase perkara yang tidak 63,60%
2 | e upaahuka'm Easasi 63% (318 | 100,95% | 111,12% | 86,85% | 100,95%
g4l pay perkara)
Indeks persepsi stakeholder yang
3 puas terhadap layanan peradilan 94% 98,72% | 105,05% | 109,55% | 106,21% | 105,05%

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator kinerja sasaran strategis
terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

CAPAIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS 1

103,34%

—

98,19%

107,59%

2021 2022 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
terus berupaya untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan
akuntabel. Pada tahun 2021, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
mencapai 107,59%, dilanjutkan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 98,19%, dan
pada tahun 2023 berhasil meningkatkan capaian kinerja dengan memperoleh persentase
sebesar 103,34%.
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Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi
3 (tiga) indikator. Berikut ini merupakan analisis dan penjelasan dari masing-masing

indikator, antara lain:

», Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun

berjalan dengan jumlah perkara perdata yang ditangani (baik sisa perkara tahun lalu dan
perkara yang masuk tahun berjalan). Pada indikator kedua ini menunjukkan tingkat
kinerja hakim dan jajarannya di dalam penyelesaian secara cepat, tepat, transparan, dan

akuntabel.

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu X 100%
Jumlah Perkara yang Diselesaikan

Pada tahun 2023, beban perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 500
perkara. Hingga akhir tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat memutus
dan menyelesaikan 499 perkara dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2014, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan, sehingga realisasi penyelesaian
perkara pada tahun 2023 sebesar 100,20%.

Berikut merupakan data waktu penyelesaian perkara banding sejak perkara
didaftarkan sampai dengan diputus:

Tabel 17 Perbandingan Capaian Indikator Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu

Perkara yang

Perkara yang Telah

. . Diselesaikan secara | Realisasi Capaian
Diselesaikan
Tepat Waktu
1 2021 519 514 99,04% 97% | 102,10%
2 2022 526 518 98,48% 97% | 101,52%
3 2023 500 499 99,80% 98% | 101,84%

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyelesaikan perkara
sejumlah 500 perkara dan dari jumlah tersebut yang diselesaikan secara tepat waktu
sebanyak 499 perkara, sedangkan sisa sebanyak 1 perkara diselesaikan > 3 bulan. 1
(satu) perkara sisanya merupakan putusan sela di mana oleh Pengadilan Pengaju perlu
dibuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga
memerlukan waktu yang cukup lama. Keseluruhan perkara yang diselesaikan > 3 bulan

tersebut merupakan putusan sela, di mana oleh pengadilan pengaju perlu dibuka kembali
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persidangannya guna melakukan pemeriksaan tambahan, sehinga memerlukan waktu
yang cukup lama.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, rasio penyelesaian perkara pada tahun 2022
mencapai realisasi sebesar 98,48% dengan nilai capaian sebesar 101,52% dan pada
tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,32% yang mencapai realisasi sebesar
99,80% dengan nilai capaian sebesar 101,84%.

Adapun jenis perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:
Tabel 18 Jenis Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Jenis Perkara \ Beban Perkara
39 39

Cerai talak

Cerai gugat 42 42
Harta bersama 13 13
Penguasaan anak 11 11
Kewarisan 17 17

Ekonomi Syariah

Wasiat

Hak - hak bekas istri/ kewajiban bekas suami

‘@m\lmmhwl\)l—‘

Lain-lain

3 3
Jumlah | 132 132

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu adalah 98%, di mana perkara yang diselesaikan pada tahun
2023 sejumlah 500 perkara, sedangkan yang diselesaikan secara tepat waktu
sebanyak 499 perkara, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 499 / 500 x 1005
= 98,80%. Berdasarkan data tersebut, maka capaian pada indikator persentase
perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah 101,84%,

sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja -
Redlisasiiy Reapalan
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 99,80% 101,84%

P yang P (499 perkara) OE0
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Tabel di atas menunjukkan bahwa target penyelesaian perkara pada indikator
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 98% dengan nilai
realisasi sebesar 99,80%, sehingga pada indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja
tahun 2023 dapat tercapai. Dengan tercapainya target pada indikator persentase
perkara yang diselesaikan tepat waktu, maka outcome yang dihasilkan adalah
kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak berperkara dan menunjukkan
kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan pelayanan
prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini membuktikan tingginya
komitmen Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberikan pelayanan
kepada para pencari keadilan, khusunya sebagai lembaga peradilan yang memiliki
fungsi untuk mengadili dan memutuskan perkara. Selain itu juga menunjukkan bahwa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selalu konsisten dan maksimal dalam

menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan
Tahun 2022 dan Tahun 2021

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam penyelesaian perkara yang

diselesaikan secara tepat waktu pada tahun 2023 tetap konsisten, yaitu dapat

menyelesaikan perkara secara tepat waktu.

Tabel 20 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. 2023
pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja ‘

2021 \ 2022 | 2023 \ 2021 \ 2022 2023

Persentase  perkara  yang | g9 o400 | 98 4806 | 99.80% | 102,10% | 101.52% | 101,83%
diselesaikan tepat waktu

Pada 3 (tiga) tahun terakhir, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berhasil

]

secara konsisten dalam mencapai realisasi di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana
diuraikan pada tabel di atas. Hal ini menandakan bahwa kualitas dan performa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah sangat baik dengan mempertahankan
kinerjanya setiap tahun. Dengan adanya konsistensi tersebut, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya selalu berupaya meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat

waktu.
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam
Dokumen Renstra pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Target Jangka
Menengah dalam RCEURES] Capaian

Indikator Kinerja Renstra

2021 | 2022 |

Persentase  perkara
yang diselesaikan | 97% | 97% | 98% | 99,04% | 98,48% | 99,80% | 102,10% | 101,52% | 101,83%
tepat waktu

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada indikator persentase
perkara yang diselesaikan tepat waktu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
(tahun 2021 s.d. 2023) mengalami kenaikan berturut-turut, yaitu 99,04%, 98,48%,
dan 99,80%. Jika kinerja tersebut dibandingkan dengan target jangka menengah
yang tertuang pada dokumen Renstra Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2020 — 2024, yaitu 97%, 97%, dan 98% untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, maka
besaran realisasi kinerja tersebut telah melampaui dari target jangka menengah yang
telah ditetapkan.

Berdasarkan data dokumen Renstra tahun 2020 — 2024, terlihat bahwa realisasi
kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada indikator persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu tahun 2023 sebesar 99,80% dan telah berhasil memenubhi
target jangka menengah yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra, yaitu sebesar
98%, sehingga capaian kinerja terhadap target jangka menengah adalah 101,83%.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dianggap
berhasil dalam melakukan capaian kinerja yang didasarkan pada target jangka
menengah.

Pada tahun 2023, kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami
peningkatan sebesar 1,8% dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 98%,
begitu pula dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan

kinerja yang positif dari sisi penerimaan dan penyelesaian perkara.
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4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan perbandingan terhadap
indikator kinerja yang sama pada standar nasional dengan mengambil sumber data
realisasi kinerja nasional pada Mahkamah Agung, yaitu dengan realisasi sebesar
98,11% dalam persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Sementara
realisasi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar 99,80%, sehingga
diperoleh capaian terhadap realisasi kinerja nasional sebesar 101,72%,
sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target Real IS&SI Capalan

Indikator Kinerja Mahkamah Mahkamah Mahkamah
Agung Surabaya Agung Surabaya Agung Surabaya

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

]

100% 98% 98,11% 99,80% 98,11% 101,83

Realisasi

Realisasi
NESTIiE

Capaian

Indikator Kinerja :
Nasional

PTA
Surabaya

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 98,11% 99,80% 101,72%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melebihi
standar nasional. Mahkamah Agung mentargetkan capaian pada indikator ini
sebesar 100%, sedangkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
sebesar 99,80%

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan kinerja yang
akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dengan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada

indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut:

Tabel 23 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 antara PTA Surabaya
dengan PTA Bandung dan PTA Semarang
pada Indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

98,07%
) 0,
Pengadilan Tinggi Agama Bandung 98% (305 perkara) 100,07%
. o 100%
0, )
2 | Pengadilan Tinggi Agama Semarang 100% G e 100%
. o 99,80%
0 ’ 0,
3 || Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 98% (499 perkara) 101,83%
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Berdasarkan data yang tersaji di atas, diketahui bahwa ketiga Pengadilan
Tingkat Banding tersebut memiliki realisasi kinerja yang melebihi target yang telah
ditetapkan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya menetapkan target yang sama, yaitu 98%, tetapi Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya meraih realisasi yang lebih tinggi (99,80% dengan 499 perkara)
dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandung (98,07% dengan 305
perkara). Sementara Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki target yang lebih

tinggi, yaitu 100% dengan capaian realisasi sebesar 100% dengan 375 perkara.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dikatakan
berhasil mengingat capaian kinerja pada indikator ini melebihi dari target yang telah
ditetapkan, yaitu sebesar 101,84%. Hal ini salah satunya dikarenakan dalam
penerimaan perkara pada hari menerima berkas perkara dari pengadilan agama
pengaju, didaftarkan pada hari itu juga dan ditetapkan Majelis Hakim yang ditunjuk
untuk memeriksa perkara yang sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian
perkara tepat waktu karena para Hakim Tinggi segera dapat menelaah berkas
perkara yang diterima dan bisa sesegera mungkin menyelesaikan atau memutuskan
perkara.

Adapun faktor-faktor lain dari keberhasilan pada indikator persentase perkara
yang diselesaikan tepat waktu disebabkan oleh faktor-faktor, sebagai berikut:

a. Adanya penilaian kinerja pada aplikasi SIPP terkait dengan penyelesaian
perkara oleh Ditjen Badan Peradilan Agama;

b. Adanya keharusan one day minute dan one day publish putusan pada aplikasi
SIPP, sehingga tidak ada penumpukan perkara;

c. Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara banding rata-rata 1,5 bulan,
sehingga dapat menghemat waktu 50% dari waktu penyelesaian perkara yang
diberikan;

d. Konsisten atas pelaksanaan SOP penyelesaian perkara yang sangat
berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu;

e. Adanya komitmen bersama antara Pimpinan, Hakim, dan Tim Kepaniteraan
dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu sekaligus pelaksanaan dan
efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara cepat, tepat, pasti, transparan,

dan akuntabel; dan
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f. Tersedianya sarana penunjang kinerja berupa PC/ laptop dan jaringan internet
bagi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah menyusun alternatif solusi dalam

upaya penyelesaian perkara, antara lain:

a. Memanfaatkan waktu secara efektif dengan segera membagi berkas perkara
kepada Majelis Hakim;

b. Majelis Hakim segera mempelajari berkas perkara untuk menetapkan tanggal
hari sidang;
Putusan harus selesai diketik lengkap sebelum sidang pembacaan putusan;
Menerapkan sharing data berupa soft copy file perkara atau server pada Majelis
Hakim, sehingga tidak perlu bergantian dalam membaca berkas aslinya;

e. Monitoring penyelesaian perkara dengan mengadakan rapat rutin bagi tenaga
teknis setiap bulannya; dan

f.  Mengkoordinasikan dengan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya secara berkala, sehingga dapat menindaklanjuti kendala-

kendala dalam penyelesaian perkara agar lebih cepat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dapat diketahui dengan
membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah Hakim
dan Panitera Pengganti yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

sebagaimana diilustrasikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Manusia
pada Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara yang SDM
No.| Tahun Diselesaikan 9 Panitera
Tepat Waktu Pengganti
| 1 | 2021 514 506 101,58 23 14
2 2022 518 517 100,19 21 18
3 2023 499 500 99,80 20 29

Gambaran efisiensi sumber daya terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepanjang tahun 2021 s.d. 2023, sebagai
berikut:
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a. Tahun 2021 =514 :506 (101,58%) dengan jumlah Hakim 23 orang dan Panitera

Pengganti 14 orang);

b. Tahun 2022 =518:517 (100,19%) dengan jumlah Hakim 21 orang dan Panitera

Pengganti 18 orang);

c. Tahun 2023 =499 : 500 (99,80%) dengan jumlah Hakim 20 orang dan Panitera

Pengganti 29 orang).

Penyelesaian perkara tepat waktu sudah sangat baik dengan melakukan
efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia Hakim dan Kepaniteraan.
Keseluruhan gambaran kinerja di atas menunjukkan pengelolaan manajemen
sumber daya manusia dalam penyelesaian perkara tepat waktu dengan mengacu
pada SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian

perkara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Pada indikator ini sangat ditunjang oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun 2023 yang telah menetapkan 2 (dua) program kegiatan, yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang
membantu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjalannya
operasional perkantoran dengan baik. Selain itu, pada kegiatan Pengadaan Sarana
dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, mengadakan sarana dan
prasarana yang lengkap untuk membantu Hakim dan Kepaniteraan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam penyelesaian perkara secara tepat
waktu, misalnya alat pengolah data sebagai sarana pendukung program SIPP dan

penyediaan layanan internet.

», Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Yaitu perbandingan antara jumlah perkara banding yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi dengan jumlah perkara banding yang diputus pada tahun berjalan.
Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan
keadilan putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Semakin sedikit para pihak
berperkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas pula para pihak
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Begitu pula sebaliknya, semakin
banyak para pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin

rencah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
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Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi y 1009
Jumlah Perkara yang Diselesaikan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Target kinerja pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi pada tahun 2023 sebesar 63%, di mana terealisasi sebanyak 318
perkara (63,60%) yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan uraian
pada tabel di atas, capaian pada indikator persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 sebesar 63,60% / 63% x 100% =

100,95% sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 25 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 63,60%
100,95%
(318 perkara)

kasasi
Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa indikator

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi berhasil melampaui
dari target yang telah ditetapkan. Dari 63% target yang ditetapkan dengan realisasi
sebesar 63,60%, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100,95%. Keberhasilan
pada indikator ini menggambarkan bahwa kualitas putusan yang dihasilkan oleh
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat baik, sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada para pihak pencari keadilan. Hal ini berarti bahwa
masyarakat pencari keadilan banyak yang sudah dapat menerima putusan dari
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa harus melakukan kasasi ke Mahkamah

Agung.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan

Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 26 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021
pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

REEUEES Capaian

Indikator Kinerja

Persentase  perkara  yang - tidak | o\ 150, 64 0506 | 63.60% | 108,16% | 101,68% | 100.95%
mengajukan upaya hukum kasasi
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Berdasarkan perbandingan data pada tabel di atas, diketahui bahwa capaian
kinerja pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini mengingat target yang
ditetapkan juga berbeda. Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selama 3 (tiga)
tahun terakhir terkait dengan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi berturut-turut yaitu 108,16%, 101,68%, dan 100,95%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam
Dokumen Renstra pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Target Jangka
_ e Menengah dalam Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Renstra

Persentase  perkara
yang tidak
. 75% | 63% | 63% | 81,12% | 64,06% | 63,60% | 108,16% | 101,68% | 100,95%
mengajukan upaya
hukum kasasi

Berdasarkan data dokumen Renstra tahun 2020 — 2024, terlihat bahwa realisasi

kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada indikator persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 sebesar 63,60% dan telah
berhasil memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan pada dokumen
Renstra, yaitu sebesar 63%, sehingga capaian kinerja terhadap target jangka
menengah adalah 100,95%. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya secara signifikan telah berhasil memberikan keyakinan kepada para
pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya dengan baik dan memenuhi rasa
keadilan.

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada indikator persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 sebesar 63,60%
dan telah berhasil memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan pada
dokumen Renstra, yaitu sebesar 63%, sehingga capaian kinerja terhadap target
jangka menengah adalah 100,95%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari
keadilan merasa puas terhadap putusan perkara yang dihasilkan oleh Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya.

41



4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan perbandingan terhadap
indikator kinerja yang sama pada standar nasional dengan mengambil sumber data
realisasi kinerja nasional pada Mahkamah Agung, yaitu dengan realisasi sebesar
39,97% dalam persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Sementara
realisasi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebesar 63,60%, sehingga
diperoleh capaian terhadap realisasi kinerja nasional sebesar 159,12%,
sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Target Real |sa3| Capalan

Indikator Kinerja Mahkamah Mahkamah Mahkamah
Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya 50% 63% 39,97% 63,60% 79,95% 100,95%
hukum kasasi

Realisasi | Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Nasional PTA Nagional
Surabaya

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 63.60%
hukum kasasi 17 ,00% ,12%

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Mahkamah Agung
sebagai standar nasional menggambarkan bahwa capaian Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya lebih tinggi dibandingkan dengan Mahkamah Agung. Hal ini
mengindikasikan bahwa putusan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya telah sesuai dengan harapan dan sebagian besar dapat memenuhi rasa
keadilan para pihak berperkara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan kinerja yang
akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dengan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada
indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sebagai
berikut:
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Tabel 29 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 antara PTA Surabaya
dengan PTA Bandung dan PTA Semarang
pada Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

: L 65,60
[ ! 0
Pengadilan Tinggi Agama Bandung 67% (204 perkara) 97,91%
: L 72,53%
() 2 0
Pengadilan Tinggi Agama Semarang 65% (375 perkara) 111,58%
: L 63,60%
0 ! 0
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 63% (318 perkara) 100,95%

Berdasarkan data yang tersaji di atas, diketahui bahwa realisasi Pengadilan
Tinggi Agama Bandung belum mencapai target yang telah ditetapkan, sementara
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

memiliki realisasi kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023, indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berhasil mewujudkan capaian
kinerjanya, vyaitu sebesar 100,95%. Adapun keberhasilan pada indikator ini
dikarenakan kualitas perkara yang diputus oleh Hakim Tinggi sangat baik. Kualitas
putusan yang memenuhi rasa keadilan yang menimbulkan rasa kepuasan pada para
pihak pencari keadilan, sehingga upaya hukum kasasi tidak diajukan.

Kualitas putusan yang baik dapat dihasilkan dari sumber daya manusia yang
berkualitas dan manajemen yang baik dalam penyelesaian perkaranya. Oleh karena
itu, setiap Hakim dan Tim Kepaniteraan selalu profesional dan konsisten
berpedoman dengan SOP penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara serta
didukung dengan kebijakan dari Ditjen Badan Peradilan Agama dan inovasi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menerapkan one day minute one day
pusblish menuju peradilan yang modern. Dengan adanya aparatur pengadilan yang
berkualitas, maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas
putusan pengadilan akan menjadi tinggi, sehingga diharapkan akan mengurangi

ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
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Selain itu, adanya kegiatan diskusi hukum dan bimbingan teknis yustisial pada
Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya turut menjadi
penyebab putusan Hakim yang semakin berkualitas dan menambah faktor
keberhasilan pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah menyusun alternatif solusi dalam
upaya hukum kasasi, antara lain:

1. Mengoptimalkan jumlah sumber daya Hakim Tinggi dengan pembagian beban
perkara yang proporsional;

2. Menyelenggarakan diskusi hukum antara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dengan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

3. Meningkatkan kinerja secara konsisten dengan mengadakan kegiatan
bimbingan teknis bagi Hakim Tinggi dan Kepaniteraan untuk memberikan

pelayanan dan terpenuhinya kepuasan bagi para pencari keadilan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini dilakukan
dengan membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dikaitkan dengan jumlah sumber daya

manusia Hakim dan Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Jumlah Perkara

Tahun Tidak Jumlah Jumlah
Penyelesaian | perkara Banding Dimohonkan Hakim Kepaniteraan
Kasasi
1 2021 519 421 23 20
2 2022 526 337 21 23
3 2023 500 318 20 32

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pada indikator ini antara lain dikarenakan kualitas putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sangat baik dan juga disebabkan oleh
Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
(DIPA 04) dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dalam

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghasilkan putusan
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perkara yang memenuhi rasa keadilan, sehingga berimplikasi terhadap menurunnya
upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara banding. Selain itu, dengan adanya
kebijakan dari Ditjen Badan Peradilan Agama terkait dengan one day minute one day
pusblish menuju peradilan yang modern dapat dilaksanakan dengan baik oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung telah didukung dengan pengadaan sarana dan prasarana untuk
meningkatkan kinerja Hakim dan Tim Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, khusunya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan
adil, sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara banding yang tidak diajukan

upaya hukum kasasi pada tahun 2023.

Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan stakeholder dalam hal ini Pengadilan
Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta pengguna layanan lainnya
terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku tingkat banding.

Mulai tahun 2023, indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan
peradilan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona
Integritas 2023. Pelaksanaan survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu
untuk pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Kuesioner online

melalui link kuesioner online https://simtalak.badilag.net/survey/308170 yang terdiri dari

8 (delapan) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan peradilan dan
dilaksanakan setiap triwulannya.

Sementara pelaksanaan sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur pertanyaan yang berkaitan dengan

pelayanan peradilan. Perbedaan unsur pertanyaan survei tersebut, antara lain:

Tabel 30 Perbedaan Ruang Lingkup Unsur Pertanyaan antara Permenpan 14/ 2017 dengan Permenpan 4/2023

1 | Persyaratan pelayanan (Ul)

Informasi pelayanan (U1l)

Kemudahan prosedur pelayanan (U2)

Persyaratan pelayanan (U2)

Kecepatan pelayanan (U3)

Prosedur/ alur pelayanan (U3)

Jangka waktu penyelesaian (U4)

2

3

4 | Tarif/ biaya pelayanan (U4)

5 | Kesesuaian produk pelayanan (U5)

Tarif/ biaya pelayanan (U5)
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6 | Kompetensi/ kemampuan petugas (U6) Sarana prasarana pendukung pelayanan (U6)
7 | Perilaku petugas pelayanan (U7) Petugas pelayanan (U7)

8 | Sarana dan prasarana (U8) Konsultasi dan pengaduan (U8)

9 || Penanganan pengaduan (U9) -

Di bawah ini adalah jenis layanan yang tersedia pada pelaksanaan survei kualitas
pelayanan pada Pengadilan Tingai Agama Surabaya, sebagai berikut:
1. Layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan;
2. Layanan pembinaan dan pengawasan;
3. Layanan penyelesaian perkara; dan
4

Layanan penyerahan produk pengadilan.

Tabel 31 Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Nilai Persepsi | Nilai Interval
Konversi Pelayanan Pelayanan

1 1,00 - 2,59 25,00 — 64,99 | Tidak Baik |
2 2,60 — 3,06 65,00 — 76,60 C Kurang Baik
3 3,06 — 3,53 76,61 — 88,30 B Baik

4 3,563-4,00 88,31 — 100,00 A Sangat Baik

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Berikut merupakan hasil survei yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023,

sebagaimana tersaji dalam tabel di bawabh ini:

Tabel 32 Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Nilai Rata- | Nilai Indeks
No. Periode Ruang Lingkup Rata Kepuasan
Tertimbang | Masyarakat

1 | Informasi pelayanan
2 | Persyaratan pelayanan 3,93 0,49 98,25
3 | Prosedur/ alur pelayanan 3,91 0,49 97,75
Triwulan | 4 | Jangka waktu penyelesaian 3,89 0,49 97,25
(Januari 5 | Tarif/ biaya pelayanan 3,93 0,49 98,25
s.d. Maret) 6 | Sarana prasarana pendukung pelayanan | 3,89 0,49 97,25
7 | Petugas pelayanan 3,91 0,49 97,75
8 | Konsultasi dan pengaduan 3,93 0,49 98,25
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Triwulan
(April s.d.

Juni)

Triwulan 11|

(Juli s.d.

September)

Triwulan 1V
(Oktober

s.d.

Desember)

Ruang Lingkup

Nilai Rata-
Rata
Tertimbang

Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat

1 || Informasi pelayanan
2 | Persyaratan pelayanan 3,95 0,49 98,75
3 | Prosedur/ alur pelayanan 3,94 0,49 98,50
4 | Jangka waktu penyelesaian 3,94 0,49 98,50
5 || Tarif/ biaya pelayanan 3,96 0,50 99,00
6 | Sarana prasarana pendukung pelayanan | 3,96 0,50 99,00
7 | Petugas pelayanan 3,95 0,49 98,75
8 | Konsultasi dan pengaduan 3,96 0,50 99,00
98,69
3,95 (Sangat
Baik)
1 | Informasi pelayanan 4,00 0,50 100,00
2 | Persyaratan pelayanan 4,00 0,50 100,00
3 | Prosedur/ alur pelayanan 4,00 0,50 100,00
4 | Jangka waktu penyelesaian 4,00 0,50 100,00
5 | Tarif/ biaya pelayanan 4,00 0,50 100,00
6 | Sarana prasarana pendukung pelayanan | 4,00 0,50 100,00
7 | Petugas pelayanan 4,00 0,50 100,00
8 | Konsultasi dan pengaduan 3,87 0,48 96,75
|
3,98 (Sangat
Baik)
1 || Informasi pelayanan 3,98 0,50 99,50
2 | Persyaratan pelayanan 3,96 0,50 99,00
3 | Prosedur/ alur pelayanan 3,93 0,49 98,25
4 | Jangka waktu penyelesaian 3,91 0,49 97,75
5 | Tarif/ biaya pelayanan 3,93 0,49 98,25
6 | Sarana prasarana pendukung pelayanan | 3,93 0,49 98,25
7 | Petugas pelayanan 3,98 0,50 99,50
8 | Konsultasi dan pengaduan 3,98 0,50 99,50
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan survei pelayanan publik sebanyak 4
(empat) kali, yaitu triwulan I, triwulan Il, triwulan 1, dan triwulan 1V secara online melalui
aplikasi SIMTALAK Badilag melalui link https://simtalak.badilag.net/survey/308170.

Mengingat realisasi dari indikator ini berdasarkan hasil survei pelayanan pada triwulan
IV, maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 98,75 (sangat baik)
dengan target yang ditetapkan sebesar 94%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2023
adalah 100,05%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah
memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grafik 2 Komposisi Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan
pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

KOMPOSISI INDEKS PERSEPSI
STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP
LAYANAN PERADILAN
PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

Triwulan | Triwulan 1l Triwulan 11l Triwulan IV

pada Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja |

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan
peradilan

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Target | Reaiisasi Capaian |

98,75% 105,05%

realisasi indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan pada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya tahun 2023 memiliki nilai rata-rata sebesar 98,75, sehingga
capaiannya sebesar 105,05% (98,75 / 94 x 100 = 105,05%).

Indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023 mencapai 105,05%. Dengan
demikian, capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target yang telah
ditentukan, yaitu 94%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya secara konsisten telah memberikan dan meningkatkan pelayanan yang
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sesuai dengan standar kepuasan pengguna layanan pengadilan dan ketentuan
perundang-undangan.

Tercapainya target kinerja pada indikator ini menjadi tolak ukur tingkat
keberhasilan layanan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga menghasilkan
outcome meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (public trust).

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan

Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 34 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021
pada Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

RGCEURER] Capaian

Indikator Kinerja

Indeks persepsi stakeholder yang | oo oo | o5 7804 | 98750 | 109.55% | 106.229% | 105,05%
puas terhadap layanan peradilan

Capaian kinerja pada indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap

=2

layanan peradilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami
peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pada tahun 2023 mengalami penurunan,
mengingat adanya perubahan jumlah unsur/ ruang lingkup yang semula 9 (sembilan)
unsur menjadi 8 (delapan) unsur (semula berpedoman pada Permenpan RB Nomor
14 Tahun 2017 menjadi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023), sehingga belum
dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan hasil indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap

layanan peradilan antara rentang waktu 2021 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Hasil Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Tahun 2021 s.d. 2023

Nilai _ Nilai
Rata- Nilai Rata- Indeks

Kepuasan

Rata per .
Tertimbang Masyarakat

Unsur

Ruang Lingkup Rata

1 | Persyaratan pelayanan

2 | Kemudahan prosedur pelayanan 3,97 0,44 99,25
3 | Kecepatan pelayanan 3,94 0,44 98,50
4 | Tarif/ biaya pelayanan 3,95 0,44 98,75
5 | Kesesuaian produk pelayanan 3,96 0,44 99,00
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Ruang Lingkup

Kompetensi/ kemampuan petugas

NIET
Rata-

Rata per

Unsur

Nilai Rata-

Rata
Tertimbang

Nilai
Indeks
(CIIERET
Masyarakat

Perilaku petugas pelayanan

Sarana dan prasarana

O |N|O®

Penanganan pengaduan

Persyaratan pelayanan

1

2 | Kemudahan prosedur pelayanan 3,95 0,44 98,75
3 | Kecepatan pelayanan 3,94 0,44 98,50
4 | Tarif/ biaya pelayanan 3,96 0,44 99,00
5 | Kesesuaian produk pelayanan 3,95 0,44 98,75
6 | Kompetensi/ kemampuan petugas 3,96 0,44 99,00
7 | Perilaku petugas pelayanan 3,96 0,44 99,00
8 | Sarana dan prasarana 3,94 0,44 98,50
9 | Penanganan pengaduan 3,94 0,44 98,50

1 | Informasi pelayanan
2 | Persyaratan pelayanan 3,96 0,50 99,00
3 | Prosedur/ alur pelayanan 3,93 0,49 98,25
4 | Jangka waktu penyelesaian 3,91 0,49 97,75
5 | Tarif/ biaya pelayanan 3,93 0,49 98,25
6 Sarana prasarana pendukung 3.03 0.49 98.25

pelayanan
7 | Petugas pelayanan 3,98 0,50 99,50
8 | Konsultasi dan pengaduan 3,98 0,50 99,50
: 98,75
NNET 3,95 (Sangat

Baik)
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 36 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam
Dokumen Renstra pada Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Target Jangka

Menengah dalam Realisasi Capaian
Renstra

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Indeks persepsi
kehol
stakeholder yang puas | o 0, | 9300 | 9406 | 98.60% | 98,78% | 98.75% | 109.55% | 106,22% | 105.05%
terhadap layanan
peradilan

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal indeks persepsi

Indikator Kinerja

stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada 3 (tiga) tahun terakhir (tahun
2021 s.d. 2023) berturut-turut, yaitu 98,60%, 98,78%, dan 98,72%. Hasil capaian
tersebut sudah melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu 93% dan 94%. Hal
ini menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik dibandingkan dengan target
jangka menengah yang telah ditentukan karena berhasil melampaui, yaitu sebesar
4,72% (98,72% dari target 94%).

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memenuhi harapan dan
tujuan yang telah ditetapkan. Guna memastikan keberlanjutan pencapaian positif,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terus melakukan analisis mendalam terhadap
faktor-faktor yang mendukung kinerja tinggi dan melakukan evaluasi jika dibutuhkan

untuk perbaikan lebih lanjut.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
pada Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Target | Realisasi | Capaian
Indikator Kinerja Mahkamah PTA VEWEED PTA Mahkamah PTA

Agung Surabaya Agung Surabaya Agung SUELEVE]
Indeks persepsi
stakeholder yang puas 80% 94% 93,58% 98,75% 116,98% 105,05%

terhadap layanan peradilan

Realisasi

Indikator Kinerja Real_lsa5| PTA Cap_alan
Nasional Nasional
Surabaya

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap 93.58% 98.75% 105.52%
layanan peradilan
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Realisasi kinerja pada indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih tinggi dibandingkan
dengan standar nasional, yaitu sebesar 98,75% dengan menghasilkan capaian
sebesar 105,05%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan kinerja yang
akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dengan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada
indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan,

sebagai berikut:

Tabel 38 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 antara PTA Surabaya
dengan PTA Bandung dan PTA Semarang
pada Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Pengadllan Tinggi Agama Bandung 90% 98% 108 89%
2 | Pengadilan Tinggi Agama Semarang 90% 97,4% 108,22%
3 | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 94% 98,75% 105,05%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Keberhasilan pada indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap
layanan peradilan didukung oleh faktor-faktor, sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelayanan
kepada stakeholder/ masyarakat, melalui kegiatan bimtek kerja;

b. Adanya Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan oleh
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

c. Pelayanan dan pelaksanaan tugas seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam melayani stakeholder, baik dari aspek perkara (Kepaniteraan)
maupun bagian Kesekretariatan yang profesional, efektif, dan efisien yang selalu
berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan sebagai standar
dalam pelaksanaan tugas yang terukur;

d. Adanya inovasi yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi,
seperti PTA Surabaya Media, PTA Surabaya News, PTA Surabaya Podcast,
PTA Surabaya Story, dan Sistem Tata Surat dan Arsip Terpadu (Suramadu);

e. Monev pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala, berikut dengan
tindak lanjutnya); dan

f.  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, termasuk

disabilitas.
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Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ketiga ini
dapat dilihat dengan membandingkan antara seluruh layanan pada Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya terhadap pengguna layanan di wilayah hukumnya dengan
jumlah pejabat dan pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dengan
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, serta
banyaknya inovasi pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sangat membantu
dalam kinerja pemberian layanan.

Jumlah sumber daya pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2023
sejumlah 87 orang yang berperan aktif dalam peningkatan layanan terhadap
stakeholder di wilayahnya, yang terdiri dari 20 orang Hakim Tinggi (termasuk Ketua
dan Wakil Ketua), 3 orang Pejabat Kepaniteraan, 29 orang Panitera Pengganti, 7
orang pejabat Kesekretariatan, 14 orang Pejabat Fungsional, dan 14 orang
pelaksana.

Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi, khusunya dalam melayani Pengadilan Tingkat Pertama dikarenakan sudah
jelasnya job description/ uraian tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Setiap pelaksanaan job description/ uraian tugas tersebut mengacu kepada SOP
yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan sebagai standar dalam pelaksanaan tugas dan

diukur kinerjanya pada akhir tahun.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pada indikator indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan
peradilan, program yang menunjang pada indikator ini dapat dikatakan berhasil.
Program tersebut antara lain Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Agama pada DIPA 01 dan DIPA 04 yang mendukung terciptanya sumber daya
manusia yang berkualitas dan bermutu melalui pembinaan dan peningkatan
kompetensi dalam menjalankan tupoksi, penyediaan seluruh kebutuhan terkait
dengan operasional kantor, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Sementara untuk Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap guna
terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam

memberikan pelayanan tingkat banding yang berkualitas, cepat, transparan,
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akuntabel, efektif, dan efisien yang berimplikasi pada peningkatan kepuasan

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Sasaran Strategis 2:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan penyelesaian perkara dengan tertib administrasi agar salinan
putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu. Adapun
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, sebagai

berikut:
Tabel 39 Capaian Sasaran Strategis 2 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Realisasi Capaian Capaian (%) \

Indikator Kinerja PAVR 2023 2021 2022 2023
(%) (%)

P perdata yang | 100,00% (500 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
ke Pengadilan Agama Pengaju
perkara)
tepat waktu
Rata-rata Capaian (%) 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim
/ ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu

Yaitu perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim
ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan yang ada pada tahun
berjalan. Indikator ini merupakan tolak ukur kecepatan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam mengirimkan salinan putusan hasil penyelesaian perkara oleh
Majelis Hakim Tingkat Banding kepada Pengadilan Agama Pengaju secara tepat
waktu agar para pihak pencari keadilan dapat segera mengetahui hasil penyelesaian

atas perkara mereka.

Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu X 100%
Jumlah Perkara yang Diputus
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Tabel 40 Capaian Kinerja Penyampaian Salinan Putusan yang Dikirim
ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, dan 2023

Penyampaian

Perkara yang SEUNRET
Putus Putusan Tepat
e Wakw...
1 2021 519 519 100% 100% 100%
2022 526 526 100% 100% 100%
2023 500 500 100% 100% 100%

Dalam rangka percepatan penyampaian salinan putusan kepada pihak
berperkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki Aplikasi Register dan Amar
Putusan (AREMA) yang berbasis website dan dapat diakses melalui link

https://www.kepaniteraan.pta-surabaya.go.id/. Aplikasi ini memberikan kemudahan

bagi para pihak dalam menerima informasi perkara apabila perkara telah terdaftar/
teregister dan informasi perkara sesaat diputus oleh Majelis Hakim, maka amar
putusan dapat diinformasikan kepada para pihak. Hal ini sangat bermanfaat bagi
para pihak karena mendapatkan informasi lebih awal tentang putusan perkaranya
walaupun secara hukum acara Pengadilan Agama Pengaju harus memberitahukan

isi putusan banding.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 41 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja

Realisasi | Capaian

Persentase salinan putusan perkara perdata 100%
yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju (500
tepat waktu perkara)

Target tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator salinan putusan yang dikirim
ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu adalah 100%, di mana dari 500
perkara yang diputus pada tahun 2023, seluruhnya dikirimkan ke Pengadilan Agama
Pengaju secara tepat waktu. Oleh karena itu, realisasinya adalah 500 / 500 x 100%
=100%, sehingga capaian pada indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan
Agama Pengaju secara tepat waktu adalah 100/ 100 x 100% = 100%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator dari sasaran strategis Peningkatan
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya semuanya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tercapaiya

capaian minerja pada indikator ini menunjukkan bahwa komitmen dalam pelayanan
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prima bagi para pihak berperkara dalam hal kecepatan kepastian hukum yang

didapatkan.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan

Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 42 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021
pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Realisasi Capaian

2022 | 2023 2021 \ 2022 2023 \
Persentase salinan putusan perkara
perdata yang dikirim ke Pengadilan | 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Agama Pengaju tepat waktu

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa keberhasilan Pengadilan Tinggi

Indikator Kinerja

Agama Surabaya dalam indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang
dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu menandakan bahwa konsistensi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menjalankan tugas yang didasarkan atas
kinerja dianggap berhasil.

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada indikator persentase salinan
putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selama rentang waktu tahun
2021, 2022, dan 2023 dapat dipertahankan dengan capaian 100%, di mana
penyampaian salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju selalu
konsisten dan tepat waktu. Hal ini menggambarkan optimisme dan komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pemenuhan penyampaian salinan
putusan secara tepat waktu sekaligus menunjukkan terwujudnya efektivitas
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengirimkan salinan putusan perkara ke

pengadilan pengaju.
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam
Dokumen Renstra pada Indikator Indeks Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke
Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu

Target Jangka
Realisasi Menengah dalam
Indikator Kinerja Renstra

2022 ‘ 2023 | 2021 ‘ 2022 ‘ 2023
Persentase salinan putusan perkara

perdata yang dikirim ke Pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Agama Pengaju tepat waktu

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal persentase

salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat
waktu selalu konsisten dan tepat waktu pada 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, yaitu sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan kinerja yang positif pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
selalu konsisten dalam penyelesaian perkara dengan cepat, tepat, transparan, dan

akuntabel.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional pada Indikator Persentase
Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu

C Taget | Realisas

Capaian

Indikator Kinerja Mahkamah PTA Mahkamah PTA Mahkamah PTA
Agung Surabaya Agung Surabaya Agung SUELEVE]

Persentase salinan putusan
perkara perdata yang

dikiim ke  Pengadilan 20% 100% 90,32% 100% 451,62% 100%
Agama Pengaju tepat
waktu

, , Realisasi ,
Realisasi Capaian

Indikator Kinerja Nasional PTA Nasional

Surabaya

P.e.rs.entase sallngn putusan perkar.a perdata yang 90.32% 100% 110,72%
dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu
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Perbandingan persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke
Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu jika dibandingkan dengan target standar
nasional memiliki capaian kinerja yang jauh lebih besar. Realisasi kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya pada indikator ini sebesar 100% dan menghasilkan capaian
sebesar 100%. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dalam melaksanakan target jangka menengah dapat dikatakan
tercapai dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan kinerja yang
akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dengan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada
indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan

Agama Pengaju tepat waktu, sebagai berikut:

Tabel 45 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 antara PTA Surabaya
dengan PTA Bandung dan PTA Semarang
pada Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim
ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu

Pengadllan Tinggi Agama Bandung 97% 103 09%
2 || Pengadilan Tinggi Agama Semarang 98% 100% 102%
. N 100%
0, 0
3 | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 100% (500 perkara) 100,00%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari ketiga Pengadilan

Tingkat Banding tersebut mencapai realisasi dari target yang telah ditentukan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Keberhasilan pada indikator ini disebabkan atas pelaksanaan dan efisiensi
terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan, dan akuntabel
oleh Hakim, Panitera Pengganti, dan pegawai pada bagian Panitera Muda Banding
selaku pengelola pengiriman berkas banding, sehingga salinan putusan hasil
penyelesaian perkara tersebut dapat langsung dikirimkan kembali ke Pengadilan
Agama Pengaju tepat waktu pada hari yang sama ketika perkara diputus. Adanya
program percepatan one day minute juga sangat membantu dalam percepatan

penyelesaian perkara sehingga tidak adanya penumpukan perkara.
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam penyampaian salinan putusan yang
dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini dapat
terlihat pada pencatatan dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi
maupun data yang terinput pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) Pengadilan Tingkat Banding.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah penerapan SOP
secara konsisten oleh Hakim Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Penyediaan sarana dan prasarana pun turut menunjang pelaksanaan
tupoksi yang berdampak terhadap efisien dan efektivitas penyelesaian tupoksi,
khususnya pada pengiriman salinan putusan secara tepat waktu ke Pengadilan
Agama Pengaju.

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja tersebut, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

a. Pembinaan secara berkala dan DDTK administrasi Kepaniteraan;

b. Melakukan diskusi hukum dengan para Hakim;

c. Melakukan reviu SOP pelayanan perkara;

d. Penerapan inovasi aplikasi AREMA untuk pemberitahuan amar putusan;
e

Kerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan jasa pengiriman secara maksimal.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada indikator
salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat waktu
dapat terlihat jika membandingkan antara penanganan penyelesaian perkara dengan
jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat
waktu dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Gambaran penyelesaian perkara yang menunjukkan jumlah salinan
putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju terlampir pada tabel di

bawabh ini:

Tabel 46 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
pada Indikator Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara Salinan Putusan yang

Tahun _ Perkara yang Dikirim ke PA Juml'ah
Penyelesaian Masuk Diputus Pengaju Tepat Waktu Hakim
1 [ 2021 506 519 519 23
2 2022 517 526 526 21
3 2023 500 500 500 20
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Selama rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah salinan yang dikirim ke
Pengadilan Agama Pengaju di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dikatakan
sangat baik, mengingat semua salinan putusan dari perkara yang diputus pada tahun
berjalan selalu langsung dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat
waktu. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja pada indikator ini selalu mencapai
100%.

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki Hakim sejumlah
20 orang dengan dibantu dengan tenaga Kepaniteraan sejumlah 32 orang. Hal ini
menciptakan kinerja yang berkualitas dan optimal, sehingga menghasilkan salinan
putusan yang dikirimkan kembali ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu.
Dengan adanya komposisi sumber daya manusia sebagaimana tabel di atas dan
adanya pengeloaan manajemen pengiriman salinan putusan yang mengacu kepada
SOP, maka berimplikasi positif terhadap konsistensi pengirman salinan putusan ke

Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Pada indikator ini sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen pada
DIPA 01 dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA 04 yang
membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjalannya
operasional perkantoran yang baik. Selain itu, pada kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, mengadakan sarana dan prasarana
yang lengkap guna membantu Hakim dan Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, khususnya dalam mengirimkan salinan putusan perkara ke
Pengadilan Agama Pengaju secara tepat setelah diputus, sehingga berimplikasi
terhadap pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju secara tepat

waktu pada tahun tersebut.
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Sasaran Strategis 3:
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang Bermutu

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan mutu pelayanan terhadap
masyarakat pencari keadilan, salah satunya adanya pembinaan dan pengawasan
pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan
pengaduan yang ditindaklanjuti. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, sebagai berikut:
Tabel 47 Capaian Sasaran Strategis 3 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Realisasi Capaian Capaian (%)

Indikator Kinerja 2023 2023 2021 W 2023
(%) (%)

Persentase hasil pembinaan
1 |dan pengawasan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti

Rata-rata Capaian (%) [ e

», Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu fungsi pengawasan (controlling),
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding sekaligus kawal
depan Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 37
Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dalah wilayah yurisdiksinya.

Indikator ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya selaku Tingkat Banding atas fungsi pembinaan dan pengawasan
sekaligus sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada
Pengadilan. Indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah hasil
pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti (administrasi perkara dan administrasi
umum) dengan jumlah pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan di tahun berjalan
oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hawasbid) dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah

(Hatiwasda).
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a. Pengawasan Bidang

Pengawasan bidang merupakan pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Guna melaksanakan fungsi pengawasan internal tersebut, telah
ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Adapun bidang-bidang yang menjadi objek
pemeriksaan dalam pengawasan ini sebagaimana tertuang dalam SK Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 3894/KPTA.W13-A/SK.PW.1.1/VI1Il/2023
tanggal 18 Agustus 2023, antara lain:
1. Bidang manajemen peradilan dan pelayanan publik
2. Bidang administrasi perkara
3. Bidang administrasi persidangan

4. Bidang administrasi umum
Tabel 48 Hakim Tinggi Pengawasan Bidang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Hakim Tinggi Pengawasan Bidang

No. Nama Hakim Tinggi Jabatan Bidang Pengawasan
1 | Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Wakil Ketua ggcl)\;dlnator Program Kerja/ Pembinaan
Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
. . . .| 1. Prasarana IT

2 D.rs. H Saherudin . Hakim Tln.gg| 2. Pelayanan Publik, Website, dan

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. Pendamping . .
Meja Informasi

3 Drs. H. Sarmin, M.H. Hakim Tinggi | Penanganan Pengaduan dan
Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. Pendamping | Permasalahan Hukum

4 Drs. H. M. Asymuni, M.H. Hakim Tinggi | 1. Upload Putusan
Naini Tiastuti, S.H., M.H. Pendamping | 2. Pengiriman Salinan Putusan

Bidang Administrasi Perkara

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi .

> M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.H.P. Pendamping Penerimaan Perkara dan e-Court

6 Dr. Drs. Siddiki, M.H. Hakim Tinggi | Laporan Perkara dan Kearsipan
Dra. Hj. Suffana Qomah Pendamping | Perkara

7 Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H. Hakim Tinggi | 1. Register Perkara
Eva Ervina, S.E., S.H., M.H. Pendamping | 2. Keuangan Perkara

Bidang Administrasi Persidangan

8 Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi | SIPP, PMH, PHS (Bindalmin), Catatan

M. Khusnul Yakin S.Ag., M.H.P Pendamping | Sidang, Minutasi, dan Pemberkasan
Bidang Administrasi Umum
9 Kepegawaian
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No. Nama Hakim Tinggi Jabatan Bidang Pengawasan
Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi
Irma Ratna Sari, S.Psi. Pendamping
Drs. H. Mas'ud, M.H. Hakim Tinggi
10 Dimas Hirawan, S.H., M.H. Pendamping Keuangan DIPA
Drs. Syaiful Heja, M.H. Hakim Tinggi .
11 Yis Andispa, S.Sy., S.H., M.H. Pendamping Inventaris/ BMN
12 Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. Hakim Tinggi | Perpustakaan, Tertib Persuratan, dan
Qurrotul 'Aini, S.IAN. Pendamping | Perkantoran/ Kebersihan

b. Pengawasan Daerah

Pengawasan pada Pengadilan Agama dalam rangka untuk menjamin agar
proses peradilan di tingkat pertama berjalan sebagaimana mestinya. Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewenangan
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama se
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan dibiaya oleh anggaran DIPA
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan di
mana tim tersebut nantinya membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai
dasar bagi Pengadilan Agama untuk melakukan perbaikan atas temuan dalam LHP
tersebut sekaligus kontrak kinerja antara Pengadilan Agama terperiksa dengan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Setelah dilakukan perbaikan, maka Pengadilan
Agama yang menjadi objek terperiksa mengirimkan Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP). Berikut merupakan pengawasan daerah yang sudah dilakukan

ke Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:
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Tabel 49 Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

Pendamping
. Ketua Tim Pengawas Pendamping Kepaniteraan Kesekretariatan

Pengadilan Agama Banyuwangi (15 s.d. 17 Februari 2023)

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Benny Hardiyanto, S.H.

2 | Pengadilan Agama Tuban (21 s.d. 22 Februari 2023)

H. Supangkat, S.H., M.Hum. Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H. '\Rﬂu:mm Rapi, S.T., S.H.,
3 | Pengadilan Agama Bangkalan (21 s.d. 22 Februari 2023)

Drs. Arifin, M.H. Hj. Siti Rofi'ah, S.H. lka Karlina, S.H., M.H.
4 | Pengadilan Agama Kab. Kediri (21 s.d. 22 Februari 2023)

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. | M. Khusnul Yakin S.Ag., M.H.P. | Lukmanul Hakim, S.E., S.H.
5 | Pengadilan Agama Kota Malang (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. H. Mas'ud, M.H. Hj. Nur Hayati, S.H., M.H. Isnayati, A.Md.
6 | Pengadilan Agama Mojokerto (23 s.d. 24 Februari 2023)

. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Nurman Saputra, S.H., M.M.,

Drs. H. Nanang Faiz Drs. H. Laseman, M.H. M.H.
7 | Pengadilan Agama Pasuruan (21 s.d. 22 Februari 2023)

Drs. H. Saherudin Dra. Hj. Suffana Qomah Qurrotul 'Aini, S.IAN.
8 | Pengadilan Agama Bangil (21 s.d. 22 Februari 2023)

S : R . H. Muhammad Nidzom

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H. Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. Anshori, S.H.. M.H.
9 | Pengadilan Agama Pamekasan (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., MH. | Diana Kholidah, S.H., M.H. 2“:' f’a adah Muhammad,
10 | Pengadilan Agama Kota Madiun (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. Tata Sutayoga, S.H., M.H. Zainul Hudaya, S.H. Irma Ratna Sari, S.Psi.
11 | Pengadilan Agama Bawean (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. H. M. Asymuni, M.H. Muhammad Sun'an, S.H. Argita Budi Mawarni, S.H.
12 | Pengadilan Agama Magetan (23 s.d. 24 Februari 2023)

Drs. H. Sarmin, M.H. H. Mukalili, S.H. I\RA'C:V Riyyanno, S.E., SH.,
13 | Pengadilan Agama Kota Malang (05 s.d. 06 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Naffi, S.Ag., M.H.
14 | Pengadilan Agama Mojokerto (08 s.d. 09 Juni 2023)

I[\)/Ir.I—|H. Bahruddin Muhammad, S.H., Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. Lukmanul Hakim, S.E., S.H.
15 | Pengadilan Agama Bondowoso (13 s.d. 14 Juni 2023)
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Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Suffana Qomah

. : : Pendamping
Ketua Tim Pengawas Pendamping Kepaniteraan Kesekretariatan

Yolanda Aufa Wiraga Ayu,
S.Sosio.

16

Pengadilan Agama Situbondo (15 s.d. 16 Juni 2023)

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Benny Hardiyanto, S.H.

17

Pengadilan Agama Magetan (12 s.d. 13 Juni 2023)

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,
M.H.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Rusmin Rapi, S.T., S.H.,
M.H.

18

Pengadilan Agama Kangean (14 s.d. 16 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Drs. H. Laseman, M.H.

Naffi, S.Ag., M.H.

19

Pengadilan Agama Bojonegoro (14 s.d. 15 Juni 2023)

Drs. Syaiful Heja, M.H.

As'ad, S.Ag.

Lukmanul Hakim, S.E., S.H.

20

Pengadilan Agama Kab. Kediri (19 s.d. 20 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Benny Hardiyanto, S.H.

21

Pengadilan Agama Blitar (21 s.d. 22 Juni

2023)

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Dhita Novia Widaningsih,
S.Psi.

22

Pengadilan Agama Nganjuk (21 s.d. 22 J

uni 2023)

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Irma Ratna Sari, S.Psi.

23

Pengadilan Agama Tuban (26 s.d. 27 Juni 2023)

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,
M.H.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Ricky Riyyanno, S.E., S.H.,
M.H.

24

Pengadilan Agama Sidoarjo (27 s.d. 28 J

uni 2023)

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Achmad Ridwan, SM.Hk., S.H.

Novita Mahdiyah Izzati, S.H.,
M.H.

25

Pengadilan Agama Banyuwangi (26 s.d.

28 Juni 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Naffi, S.Ag., M.H.

26

Pengadilan Agama Bangil (11 s.d. 12 Jul

i 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Lukmanul Hakim, S.E., S.H.

27

Pengadilan Agama Pamekasan (12 s.d. 13 Juli 2023)

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,
M.H.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Naffi, S.Ag., M.H.

28

Pengadilan Agama Bangkalan (13 s.d. 14 Juli 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Ricky Riyyanno, S.E., S.H.,
M.H.

29

Pengadilan Agama Pasuruan (17 s.d. 18

Juli 2023)

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Ricky Riyyanno, S.E., S.H.,
M.H.

30

Pengadilan Agama Kota Madiun (20 s.d.

21 Juli 2023)
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. : : Pendamping
Ketua Tim Pengawas Pendamping Kepaniteraan Kesekretariatan

Rusmin Rapi, S.T., S.H,,

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. Dra. Hj. Suffana Qomah M.H

31 | Pengadilan Agama Bawean (24 s.d. 26 Juli 2023)

Naffi, S.Ag., M.H.
Nurman Saputra, S.H., M.M.,
M.H.

H. Agus Widyo Susanto, S.H.,

Drs. H. Sudi S., S.H., M.H.
rs udirman S., , M.H.

32 | Pengadilan Agama Kangean (26 s.d. 28 Juli 2023)

Rachmad Firman Kristanto,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. M. Khusnul Yakin S.Ag., M.H.P. S.Mn
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1.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 50 Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023

: - . o . o | Kinerja Jumlah |
ST Cer Manaje_men Administrasi Adm!nlstra5| Administrasi SefE e .
Peradilan Perkara Persidangan Umum Publik de.ak
Lanjut
1 | PA Bangil 6 10 11 7 14 48 48
2 | PA Bangkalan 5 6 3 28 28
3 | PA Banyuwangi 6 11 1 33 33
4 | PA Bawean 0 6 10 2 26 26
5 || PA Blitar 2 5 14 12 3 36 36
6 | PA Bojonegoro 4 2 9 6 5 26 26
7 | PA Bondowoso 9 6 14 7 2 38 38
8 | PA Kab. Kediri 4 5 5 6 0 20 20
9 | PA Kangean 2 1 1 4 1 9 9
10 | PA Kota Madiun 3 5 4 7 0 19 19
11 | PA Kota Malang 2 8 4 6 1 21 21
12 | PA Magetan 11 6 4 25 3 49 49
13 | PA Mojokerto 0 9 2 12 28 28
14 | PA Nganjuk 3 10 2 13 36 36
15 | PA Pamekasan 3 5 14 4 33 33
16 | PA Pasuruan 4 7 1 10 5 27 27
17 | PA Sidoarjo 4 6 1 2 16 16
18 | PA Situbondo 2 4 7 0 19 19
19 | PA Tuban 7 5 3 3 20 20
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: - : . : . | Kiner] Jumlah
Manajemen | Administrasi | Administrasi| | Administrasi erla ‘

n Kerj : . SEIEVERET
Satuan Kerja Peradilan Perkara | Persidangan Umum = ayand Tindak
Publik Temuan Lanjut

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap 19

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 532 temuan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Tabel 51 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
pada Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja

Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang

0, 0, 0,
ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Target tahun 2023 yang telah ditetapkan pada indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti adalah
100%, di mana dari 37 laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya seluruhnya telah ditindaklanjuti secara tepat waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pengawasan, sesuai kinerja
yang disepakati oleh tim pengawas dan pimpinan satker. Oleh karena itu, realisasinya adalah 37 / 37 x 100% = 100%. Sehingga, capaian

pada indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti adalah 100 / 100 x 100% = 100%.
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2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan

Tahun 2022 dan Tahun 2021

Tabel 52 Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021
pada Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Realisasi Capaian

Indikator Kinerja

Persentase hasil pembinaan dan | ,n00 | 169000 | 1000 | 100% | 100% | 100%
pengawasan yang ditindaklanjuti

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal hasil pembinaan dan

pengawasan yang ditindaklanjuti antara tahun 2021 s.d. 2023 telah tercapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 53 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam
Dokumen Renstra pada Indikator Persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti
Target Jangka

Realisasi Menengah dalam
Indikator Kinerja Renstra

2022 ‘ 2023 ‘ 2021 ‘ 2022 ‘ 2023 ‘

100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Persentase hasil pembinaan dan pengawasan
yang ditindaklanjuti

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Perbandingan indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang
ditindaklanjuti dengan standar nasional tidak dapat dibandingkan mengingat tidak
adanya data target secara nasional. Indikator ini merupakan indikator tambahan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai dukungan pelaksanaan tugas
Mahkamah Agung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan kinerja yang
akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan perbandingan
realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dengan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada
indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti, sebagai
berikut:
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Tabel 54 Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 antara PTA Surabaya denagn PTA Kupang pada
Indikator Persentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Ditindaklanjuti

2 || Pengadilan Tinggi Agama Kupang 100% 100% 100%

3 | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 100% 100% 100%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pada indikator jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadi tim pembinaan
dan pengawasan, komitmen yang kuat dari pengadilan terperiksa dalam
menindaklanjuti hasil dari pembinaan dan pengawasan, serta koordinasi yang baik
antar unit dan bagian yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat
bekerja sama untuk menyelesaikan temuan dan mencegah munculnya temuan
serupa di masa mendatang.

Adanya SOP terkait dengan pemeriksaan/ pengawasan dan SK Tim Hakim
Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah tahun 2023 juga turut
mendukung keberhasilan capaian pada indikator ini. Selain itu juga didukung dengan
tersedianya anggaran dari DIPA Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
membantu dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta peran

aktif Hakim Tinggi Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada indikator
persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti dapat dilihat
dengan membandingkan antara jumlah satuan kerja dengan jumlah SDM Hakim
Tinggi Pengawasan Daerah yang didampingi dari unsur Kepaniteraan dan

Kesekretariatan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 55 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase hasil pembinaan dan
pengawasan yang ditindaklanjuti

PA Jember 1 1 1

1

2 | PA Bondowoso 1 1 1
3 | PA Blitar 1 1 1
4 | PA Pasuruan 1 1 1
5 1 1 1
6 1 1 1

PA Bangil
PA Probolinggo
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7.

PA Kab. Madiun

PA Kota Madiun

PA Banyuwangi

PA Situbondo

PA Kab. Malang

PA Kota Malang

PA Tulungagung

PA Trenggalek

PA Tuban

PA Lamongan

PA Magetan

PA Ngawi

PA Ponorogo

PA Surabaya

PA Pacitan

PA Bojonegoro

PA Gresik

PA Kab. Kediri

PA Kota Kediri

PA Sumenep

PA Bawean

PA Mojokerto

PA Jombang

PA Pamekasan

PA Kangean

PA Sidoarjo

PA Nganjuk

PA Sampang

PA Bangkalan

PA Lumajang

PA Kraksaan

Rl RrRr]R[Rr]|Rr|RrR|Rr]~]~

Rlrr|rrrr|r]Rrr]|rrrr|~r]r]~r]r~rrrlRr]|r]RrrrRrR]|R]~

Rl RrRrlRrlRrRrRr]RRr]Rr|RrR]|Rr]~]~

pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
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Pada indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang
ditindaklanjuti ini sangat didukung oleh Program Dukungan Manajemen pada DIPA
01 yang membantu dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,
berjalannya operasional perkantoran dengan baik, serta penyediaan sarana dan
prasarana, sehingga Hakim dan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat
bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Selain itu, indikator ini juga didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan
Hukum pada DIPA 04, khusunya pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang menunjang biaya anggaran
terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama se wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Keberhasilan pada indikator persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang
ditindaklanjuti didukung oleh faktor-faktor, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang sesuai dengan timeline
perencanaan dan program kerja yang telah ditetapkan;

b. Adanya sumber daya manusia yang handal dan berkualitas; dan

c. Adanya komitmen dari tim pengawasan yang ditunjuk untuk melakukan

pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

», Indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Ukuran realiasasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah
perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan
yang diterima.

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima pengaduan
sebanyak 53 berkas pengaduan/ status pengaduan. Jumlah pengaduan tersebut
mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 48 pengaduan. Hal
ini bukan disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, melainkan dari pengaduan/ keluhan dari Pengadilan Agama
yang didelegasikan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan mengacu pada ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya. Pengaduan yang masuk/ diterima tersebut selanjutnya ditanggapi dengan

membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap terlapor dan
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pihak-pihak terkait. Sebagai gambaran penanganan pengaduan selama tahun 2023

dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 56 Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti pada Tahun 2023

~ Jumlah dan Status | Jumlah Pengaduan

Jumlah Pengaduan
yang Masuk

Jumlah Pengaduan

Pengaduan yang yang Selesai yang Tersisa

Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja —_— -

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Pada tahun 2023 terdapat 53 laporan pengaduan dan seluruhnya telah
ditindaklanjuti dan telah diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung
sebagai bentuk rekomendasi atas laporan tersebut. Secara keseluruhan, Pengadilan
Tinggi Agama Surabyaa berhasil mencapai target persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti sebesar 100%. Hal ini mencerminkan komitmen dan efisiensi dalam

menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diterima.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan
Tahun 2022 dan Tahun 2021

RGCEURER] Capaian

Indikator Kinerja

oo |z s | o

Persentase  pengaduan  yang | gs ceor | 10005 | 1009 | 96.55% | 100% 100%
ditindaklanjuti
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Tabel 57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional
pada Indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Targ et Real isasi Capalan

Indikator Kinerja Mahkamah Mahkamah Mahkamah
~ Agung | Surabaya Agung Surabaya Agung Surabaya

Persentase pengaduan

" oo 85% 100% 100% 100% 117,65% 100%
yang ditindaklanjuti

: : Realisasi :
Realisasi Capaian

Indikator Kinerja ) PTA :
Nasional Nasional
SUELEVE]

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana yang tertuang pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis 2020 — 2024 yang dijabarkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya didukung 2 (dua) DIPA, 2 (dua) program, dan 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah
pagu sebesar Rp 27.144.904.000,00. Rincian program dan besaran realisasi

anggarannya dapat dijelaskan pada uraian, berikut:
Tabel 58 Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya T.A. 2023

Program Dukungan Manajemen 26 887.404.000 26 737. 593 554 99 44 149 810 446 | 0,56

CliegiEnt FEMEEEEN 212.500.000| 211.215.310 | 99.40 | 1.284.690 | 0,60
Pelayanan Hukum

[

u

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima DIPA 01 Badan Urusan
Administrasi dengan nomor SP DIPA-005.01.2.308170/2023 tanggal 30 November
2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 26.887.404.000,00 dengan rincian,

sebagai berikut:
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Jenis Belanja

Tabel 59 Realisasi DIPA 01 Tahun 2023

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran H Sisa Anggaran

Belanja pegawai 19.534.119.000 19.397.270.703 99,30 136.848. 297 0,70
2 | Belanja barang 7.107.002.000 7.094.629.851 | 99,83 12.372.149 | 0,17
Belanja modal 246.283.000 245.693.000 | 100,00 0,00 | 0,00

| 26.887.404.000 | 26.737.593.554 | 99,44 | 149.220.446 | 0,56 ||

Tabel 60 Realisasi Anggaran Tahun 2021 s.d. 2023

oo sgguan | SIS | SO |

Tahun Anggaran Pagu Anggaran

2021 | 24.757.879.000 24.648.774.302 | 99,56 | 109.104.698 | 0,44
2 2022 23.404.066.000 23.306.628.466 | 99,58 97.437.534 | 0,42
3 2023 26.887.404.000 26.737.593.554 | 99,44 | 149.220.446 | 0,56

2. DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama

Selain menerima DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya juga menerima DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama dengan
nomor SP DIPA-005.01.2.309125/2023 tanggal 30 November 2022 dengan jumlah

anggaran sebesar Rp 212.500.000,00.
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Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2023
menyajikan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja yang tercermin dalam capaian
Indikator Capaian Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga dapat diketahui apakah
sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Jika hasil realisasi lebih tinggi
daripada target, maka hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja semakin baik.

Secara umum, sepanjang tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya sudah terlaksana dengan baik dan hasil capaian kinerja seperti yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis secara umum dapat memenuhi target. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) persentase perkara
yang diselesaikan tepat waktu, (2) persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi, (3) indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan,
(4) persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, (5)
persentase hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti, dan (6) persentase
pengaduan yang ditindaklanjuti. Keberhasilan capaian kinerja ini berkat kerja keras dan
komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi
sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana
evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya, sehingga dapat dijadikan bahan koreksi dan perbaikan kinerja mendatang.

34



Rekomendasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) ini bukan hanya menjadi

tolok ukur, tetapi juga menjadi evaluasi bersama oleh semua pihak agar di tahun-tahun

mendatang dapat tercipta keberlanjutan yang positif dalam rangka pencapaian visi dan

misi Mahkamah Agung. Berikut merupakan saran atau rekomendasi yang perlu

disampaikan atas penyusunan dalam laporan ini, antara lain:

1.

Perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung pada
Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dengan menyelaraskan 4 (empat) misi
Mahkamah Agung sesuai yang diamanatkan dalam cetak biru (blue print)
Mahakamah Agung;

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara
lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi dan kemampuan sumber
daya yang tersedia serta kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan alokasi anggaran taun berjalan dan langkah percepatan
pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran;

Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan
target indikator kinerja yang telah ditetapkan;

Peningkatan komitmen bersama seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat dan komitmen untuk mempertahankan keberlanjutan
dari SAKIP sebagai instrumen yang objektif dan transparan dalam merencanakan,
menerapkan, dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Perlu adanya peningkatan keterlibatan dari Pimpinan dalam implementasi SAKIP
agar target capaian kinerja dapat terpenuhi secara maksimal;

Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah

diperjanjikan oleh seluruh stakeholder berikut dengan tindaklanjutnya.
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Lampiran

1. SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2023

SK Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

SK Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024
Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 — 2024

Reviu IKU Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023

© 0N o g b~ wDbh

SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulanan Realisasi PK
dan LKjIP

10. Struktur Organisasi

11. Sertifikat SAKIP
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KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 5979/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Menimbang

Mengingat

coa.

TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya.

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah  Agung R.L Nomor

2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

: Memerintahkan kepadamasing-masing timuntukmengimplementasikan

keputusan inidan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret
Tahun 2024;

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun Anggaran 2023;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

i : Surabaya
19 Desember 2023




Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : 5979 /KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023
Tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

NO

JABATAN

NAMA

Penanggung Jawab

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Koordinasi Validasi Data

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

Ketua

Rusli, S.H., M.H.

Sekretariat

Naffi, S.Ag., M.H.

gl B~ W N -

Anggota

Benny Hardiyanto, S.H.

Nur Sa’adah Muhammad, S.H.IL.
Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
Ihdina Sabilal Hag, S.EI.

Eka Siti Khomariyah, S.E.
Argita Budi Mawarni, S.H.
Isnayati, A.Md.

Dimas Hirawan, S.H., M.H.

Tim Pereviu Laporan Kinerja

Drs. Saherudin.
Drs. H. Sarmin, M.H.
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Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : 5979 /KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023
Tanggal : 19 Desember 2023

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

NO JABATAN TUGAS

1 | Penanggung Jawab Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2023 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

2 | Koordinator Validasi Data Memvalidasi keabsahan data kinerja

3 | Ketua Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan
kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan
Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan
kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

4 | Sekretaris Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja

5 | Anggota Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta
menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit
Eselon |

6 | Tim Pereviu Laporan Kinerja Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa

laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang

andal, akurat, dan berkualitas

Q’Bﬁ zdddin Muhammad




KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 5980/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Menimbang

Mengingat

oa.

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023 untuk mengukur
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini

dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator
Kinerja Utama Tahun 2023.

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2023

: Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023;
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabiladi kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

W di : Surabaya

19 Desember 2023



Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 5980/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TAHUN 2023
NO JABATAN NAMA
1 Pembina Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
2 | Penanggung Jawab Drs. H. Damsir, S.H., M.H.
3 | Pengarah Rusli, S.H., M.H.
4 | Koordinator Naffi, S.Ag., M.H.
5 | Sekretaris Benny Hardiyanto, S.H.
6 | Anggota 1. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.L.
2. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
3. Ihdina Sabilal Haqg, S.EI.
4. Eka Siti Khomariyah, S.E.
5. Dimas Hirawan, S.H., M.H.
7 | Sekretariat H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.




Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 5981/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

oa.

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023 untuk mengukur
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini

dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator
Kinerja Utama Tahun 2023.

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga Tahun 2020-2024.

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2023

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,;

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023;
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabiladi kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

i : Surabaya
19 Desember 2023




Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : 5981 /KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023
Tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

NO JABATAN NAMA
1 Pembina Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
2 | Penanggung Jawab Drs. H. Damsir, S.H., M.H.
3 | Pengarah Bidang Yudisial Rusli, S.H., M.H.
4 | Pengarah Bidang Non Yudisial | Naffi, S.Ag., M.H.
5 | Pelaksana Benny Hardiyanto, S.H.
6 | Tim Pengolah Data 1. Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I.
2. Dhita Novia Widaningsih, S.Psi.
3. Ihdina Sabilal Haq, S.EI.
4. Eka Siti Khomariyah, S.E.
5. Dimas Hirawan, S.H., M.H.
6. Argita Budi Mawarni, S.H
7 | Sekretariat H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H.




KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: W13-A/680/0T.00/SK/I/2023

TENTANG

PENGUMPUL DATA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Menimbang

Mengingat

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

: a. Bahwa dalam rangka kegiatan penyampaian Laporan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023 dipandang perlu membentuk
Tim Pengumpul Data;

. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini

dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
tersebut;

Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung RI;

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum
Penetapan Indikator Kinerja;

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/1/2018
. tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding
Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG PENGUMPUL DATA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA TAHUN 2023

: Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan

ini sebagai Pengumpul Data Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun
2023;

: Memerintahkan kepada Pengumpul Data yang telah ditunjuk untuk

melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

i : Surabaya
: 31 Januari 2023




Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor
Tanggal

PENGUMPUL DATA

: W13-A/680/0T.00/1/2023
: 31 Januari 2023

LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA TAHUN 2023

NO NAMA PEGAWAI JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS
) Koordinator Pengumpul ] ]
1 | Dra. Hj. Muzayyanah, M.H. o _ Panitera Muda Banding
Data Administrasi Perkara
) Koordinator Pengumpul )
2 | Dra. Hj. Suffana Qomah o _ Panitera Muda Hukum
Data Administrasi Perkara
) ) ) Anggota Pengumpul Data | Klerek - Pengelola
3 | Ricka Marita Putri, A.Md.A.B - )
Administrasi Perkara Penanganan Perkara
A Fitriana Wahyu Setyaningsih, Anggota Pengumpul Data | Klerek — Analis Perkara
S.H. Administrasi Perkara Peradilan
) Koordinator Pengumpul | Kasubbag Perencanaan
5 | Benny Hardiyanto, S.H. . )
Data Administrasi Umum Program Dan Anggaran
Operator Aplikasi e Sakip | Perencana Ahli Muda
6 | Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I

Komdanas




Menimbang

Mengingat

MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: W13-A/5678/0T.00/SK/XI/2022

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2020 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020-2024;

. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 237A/SEK/SK/V /2020 telah ditetapkan
Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

Bahwa dengan adanya Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI Nomor 1179/BP/0OT.01.2/10/2022 Tanggal 31 Oktober
2022 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c, perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2025;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor
1179/BP/0OT.01.2/10/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Laporan
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA TAHUN 2020-2024

: Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun

2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
dokumen perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024.

: Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun

2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai
acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan
kebajikan serta kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

i : Surabaya
1 November 2022

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 5982/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH HUKUM

Menimbang

Mengingat

ca.

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.L
Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 hal
Penyampaian Dokumen SAKIP;

. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dipandang cakap dan mampu
melaksanakan tugas dalam Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Agama se Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor
878 /SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH
HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

: Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) pada Pengadilan Agama se wilayah hokum Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya;

4.

: Memerintahkan kepada Tim untuk:
1.

Mengumpulkan informasi mengenai implementasi SAKIP pada
Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya;

. Melakukan penilaian (desk evaluation) atas tingkat implementasi

SAKIP dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama se wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP pada

Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya;

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

i : Surabaya
19 Desember 2023




Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor : 5982 /KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

Tanggal

: 19 Desember 2023

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jabatan
No. Nama : :
Dinas Tim
1 | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. Ketua Penanggung Jawab
2 | Drs. H. Damsir, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengawas (Supervisor)
3 | Drs. Saherudin Hakim Tinggi Ketua Tim
4 | Rusli, S.H., M.H. Panitera Anggota
5 | Naffi, S.Ag., M.H. Sekretaris Anggota
) Kasubbag Rencana
6 | Benny Hardiyanto, S.H. Anggota
Program dan Anggaran
7 | Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I. Perencana Muda Anggota
8 | Dhita Novia Widaningsih, S.Psi. Perencana Pertama Anggota
9 | Ihdina Sabilal Hag, S.EI. Klerek - Penelaah Teknis
B Anggota
Kebijakan
10 | Eka Siti Khomariyah, S.E. Perencana Ahli Pertama Anggota
11 | Dimas Hirawan, S.H., M.H. Pengelola Pengadaan
) Anggota
Barang/ Jasa Ahli Muda
12 | Argita Budi Mawarni, S.H Pranata Keuangan APBN
Pelaksana Lanjutan/ Anggota
Mahir
13 | Isnayati, A.Md. Analis Kepegawaian
Anggota

Pelaksana Lanjutan




KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Nomor: 5983/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEI PERSEPSI ANTI
KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP

Menimbang

Mengingat

ca.

o

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan publik;

. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diperlukan dukungan
dari segenap jajaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani;

Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Tim Survei Kepuasan
Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi tehadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
TAHUN 2023

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor W13-A/21.a/0T.00/SK/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang
Penunjukan  Tim Survei Kepuasan Masyarakat = Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2022;

: Menetapkan nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran I

Surat Keputusan ini sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat dan
Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

: Tugas dan tanggung jawab Tim Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei

Persepsi Anti Korupsi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

i : Surabaya
19 Desember 2023




Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : 5983 /KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023
Tanggal : 19 Desember 2023

DAFTAR SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEI PERSEPSI
ANTI KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

TAHUN 2023
JABATAN
NO NAMA/ NIP DINAS TIM
1 | Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. Ketua Pengarah
NIP. 19570502 198103 1 006
2 | Drs. H. Damsir, S.H., M.H. Wakil Ketua Penanggungjawab
NIP. 19590215 198703 1 003
3 | Rusli, S.H., M.H. Panitera Konsultan
NIP. 19641231 199403 1 048
4 | Naffi, S.Ag., M.H. Sekretaris Konsultan
NIP. 19701201 199903 1004
5 | H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. Kepala Bagian Ketua
NIP. 19710424 200003 1 001 Perencanaan
Anggaran dan
Kepegawaian
6 | Benny Hardiyanto, S.H. Kepala Sub Bagian Sekretaris
NIP. 19761122 200912 1 002 Rencana Program
Dan Anggaran
7 | Nur Sa’adah Muhammad, S.H.I. Perencana Ahli Anggota
NIP. 19870508 200604 2 002 Muda
8 | Dhita Novia Widaningsih, S.Psi. Perencana Ahli Anggota
NIP. 19911103 201903 2 010 Pertama
9 | Aditya Zaadur Rizqi, S.Kom. PPNPN Anggota




Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : 5983/KPTA.W13-A/SK.KP1.1/XII/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

URAIAN TUGAS TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NO

JABATAN

URAIAN TUGAS

Pengarah

Memberikan arahan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan
penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi
Anti Korupsi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai tahap persiapan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

Penanggung Jawab

Bertanggungjawab  terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya mulai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan

Konsultan

a. Menyusun tim survei dan jadwal survei;

b. Menyiapkan materi briefing, terhadap persiapan, pelaksanaan
hingga evaluasi dan pelaporan hail survei;

Menyiapkan usulan/masukan terkait materi kuesioner yang akan
digunakan sebagai media survei.

o

Ketua

Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan survei;
Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan survei;
Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggungjawab Tim.

Sekretaris

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Survei;
Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan survei;

Menyiapkan dan mengirim surat-surat terkait pelaksanaan
survei;

Menatausahakan persuratan yang terkait dengan pelaksanaan
survei.

ocTplo o

e

Anggota

a. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti
Korupsi kepada responden;

b. Merekapitulasi/ klasifikasi dan mencocokkan data yang telah
dientri dengan data yang ada kuesioner;

c. Melakukan entri data dengan menggunakan software statistik
SPSS atau dapat menggunakan aplikasi sederhana yakni program
Microsoft Excel atau program lainnya;

d. Menganalisis dan mengolah hasil survei;

e. Menyusun Laporan Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi
Anti Korupsi;

f. Mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei
Persepsi Anti Korupsi pada website;

g. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi.




MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
A.  MATRIKPENCAPAIAN KINERJA
Tujuan Target Sasaran Target Strategis
No Jangka
Uraian Indikator Kinerja Menlt: e Uraian Indikator Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Program Kegiatan Indikator Kegiatan gg:l:;is;
1 |Terwujudnya Persentase perkara 98% Terwujudnya Persentase perkara yang 97% | 97% | 97% | 98% | 98% |Program Peningkatan - Jumlah perkara yang Kepaniteraan
kepercayaan yang diselesaikan proses Peradilan diselesaikan tepat waktu Penegakan Manajemen diselesaikan tepat waktu
masyarakat terhadap |tepat waktu. yang pasti, dan Peradilan - Berkurangnya jumlah
sistem peradilan transparan dan Pelayanan Agama sisa perkara di akhir
melalui proses akuntabel Hukum tahun
peradilan yang pasti,
transparan dan
akuntabel. Persentase perkara 63% . |Persentase perkara yang 75% | 75% | 63% | 63% | 63% |Program Peningkatan - Berkurangnya jumlah Kepaniteraan
yang tidak tidak mengajukan upaya Penegakan Manajemen perkara yang mengajukan
mengajukan upaya hukum kasasi dan Peradilan upaya hukum kasasi
hukum kasasi Pelayanan Agama
Hukum - Meningkatnya
kepercayaan masyarakat
terhadap proses
- Jumlah pelaksanaan
Bimtek Tenaga Teknis
- Jumlah aparatur
pengadilan yang
kompeten di bidang
-Optimalisasi Aplikasi
SIPP
Index persepsi 100% Index persepsi stakeholder 90% | 93% | 93% | 94% | 95% |1.Program |1.Peningkatan | -Nilai Indeks survey Kepaniteraan dan
stakeholder yang yang puas terhadap layanan Penegakan |Manajemen persepsi layanan Kesekretariatan
puas terhadap peradilan dan Peradilan meningkat
layanan peradilan Pelayanan Agama - Jumlah laporan tindak
Hukum lanjut hasil survey
2.Program  |1. Pembinaan - Jumlah pengaduan yang
Dukungan Administrasi ditindaklanjuti
Manajemen |dan Pengelolaan
Keuangan - Terselenggaranya

Badan Urusan
Administrasi

bimbingan kompetensi
tenaga teknis peradilan
agama




